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MOTTO 
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HALAMAN MOTTO 
“One's life has value so long as one attributes value to the life of others.”  
(Simone de Beauvoir) 
Setara diatas kaki, rambut,  pikiran, dan kebebasanmu   
jangan biarkan orang lain mengendalikanmu. 
 Kamu adalah kamu, utuh dan totalitas. 
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ABSTRACT 
 
Development get of different impacts then by including elements of gender in 
development will provide opportunities and gender justice in all groups. The government's 
commitment to gender equality and justice can be done in a gender-responsive planning 
and budgeting as a tool in preparingwork plans and budgets in the area.  
This study aimed to analyze and study the how the implementation of gender 
responsive budgeting in the budget, study on a budget Population Control Office of Family 
Planning for Women's Empowerment and Child Protection Sragen 2018 The method in 
this research is qualitative research. Techniques of collecting data by interview and 
documentation. 
The results of this study indicate that the implementation of gender responsive 
budgeting rated according to their percentage specific budget allocations are only 0.49%, 
the budget allocation for gender affirmative 3.15% and to mainstream gender by 3, 96%. 
Gender-responsive budgets are not gender-neutral or budget amounted to 92, 20% of the 
total direct expenditure budget. In the application of gender-responsive budgeting are 
some constraints, namely policy constraints, structural constraints and Cultural 
constraints. 
 
 
Keywords: Gender, Gender responsive budgeting, and Direct expenditure 
budget,  
 
 xiv 
 
 
ABSTRAK 
Pembangunan memberikan dampak yang berbeda maka dengan memasukan unsur 
gender dalam pembangunan akan memberikan kesempatan dan keadilan pada semua 
kelompok gender. Komitmen pemerintah dalam kesetaraan dan keadilan gender dapat 
dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagai alat dalam 
menyusun rencana kerja dan anggaran di daerah.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperlajari bagaimana 
implementasi anggaran responsif gender dalam APBD, studi pada anggaran  Dinas 
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Sragen Tahun 2018 Metode dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi anggaran responsif 
gender dinilai berdasarkan presentase alokasi anggaran spesifik yang hanya 0,49% , alokasi 
anggaran untuk gender afirmatif 3,15 %  dan untuk mainstream gender dengan 3, 96 %. 
Anggaran yang tidak responsif gender atau anggaran netral gender sebesar 92 ,20 % dari 
total anggaran belanja langsung. Dalam penerapan anggaran responsif gender terdapat 
beberapa kendala, yaitu kendala kebijakan, kendala struktural dan kendala kultural. 
.  
 
Kata Kunci : Gender, Anggaran responsif gender, dan Anggaran belanja 
langsung 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang 
dinamis dan tepat Perempuan dan laki-laki memiliki melakukan tugas-tugas yang 
berbeda, meskipun tugas yang dilakukan oleh setiap gender berubah-ubah. 
Pembagian kerja berdasarkan gender dan cara pembagian kerja ini dipahami oleh 
para perencana pembangunan, memiliki konsekuensi penting atas jenis 
pembangunan yang direncanakan ( Mosse, 2006: 28). 
Program pembangunan secara normatif seringkali dideklarasikan sebagai 
upaya melakukan perubahan untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu bagi 
masyarakat umum. Pembangunan, dipahami netral, dalam pengertian tidak 
memihak atau memberikan peluang yang sama pada kelompok tertentu untuk 
memperoleh manfaat. Pandangan ini tidak terlalu tepat karena sebenarnya 
pembangunan  memberikan dampak yang berbeda, sesuai dengan tingkat seseorang 
atau kelompok yang mengakses hasil-hasil pembangunan. pembangunan bersifat 
tidak netral atau merepresentasikan suatu kepentingan dominan, bahkan ideologi 
tertentu (Muttaqin, 2010). 
Kriteria–kriteria dari kepemerintahan baik banyak mengacu kepada  kriteria 
yang banyak dipergunakan di dunia, yaitu kriteria UNDP. Sesuai dengan  kriteria 
UNDP, konsep good governence terkandung salah satu kriteria pokok  dari kualitas 
kepemerintahan yang tinggi ditunjukkan dari keadilan, termasuk  didalamnya 
keadilan gender (gender equity) ( Nugroho, 2008: 7).  Negara yang  memiliki 
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keadilan gender yang tinggi, relatif memiliki standar kemajuan dan kemakmuran 
kehidupan yang tinggi pula.  
Sejarah pengukuran perkembangan pembangunan gender di Indonesia 
dimulai sejak UNDP (United Nations Development Program) mengeluarkan 
laporan berkalanya HDR (Human Development Report)  di tahun 1990 yang 
mencantumkan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM)  sebagai ukuran kemajuan suatu negara. Lima tahun kemudian, 
UNDP menambah konsep HDI dengan kesetaraan gender (Gender Equality). Maka  
faktor kesetaraan gender harus selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi 
keberhasilan pembangunan nasional (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 
2016: 24). 
Selanjutnya, terlahirlah Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender 
Development Index (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)  atau Gender 
Empowerement Measure (GEM). Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan 
penghitungan GDI dengan menggunakan metode baru merupakan pengukuran 
langsung terhadap ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian 
pembangunan manusianya. Pada metode baru ini digunakan rasio New Gender 
Development Index (NGDI) yang mengukur ketimpangan laki-laki dan perempuan 
(Tusianti dan Prihatinningsih,  2016: 19). 
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Tabel 1. 1 
Indeks Pembangunan  Gender Soloraya 2015 
Kota/Wil
ayah/Kot
a 
AHH 
Harapan 
Lama 
Sekolah 
Rata-rata 
lama 
sekolah 
Pengeluar
an kapita 
disesuaika
n 
IPM 
IPG 
 
L P L P L P L P L P  
Boyolali 
73,
63 
77,
57 
11,
53 
12,
37 8,1 
6,5
8 
15.9
01 
11.
63
5 
75,
46 
70,
91 93,97 
Klaten 
74,
52 
78,
49 
12,
59 
13,
06 8,8 
7,5
6 
12.2
14 
10.
90
8 
75,
49 
72,
78 96,42 
Sukoharj
o 
75,
44 
79,
43 
13,
32 
13,
56 
9,3
1 
8,0
4 
11.1
70 
10.
31
7 
76,
4 
73,
76 96,55 
Wonogir
i 
73,
82 
77,
78 
12,
43 
12,
11 
7,3
7 
5,7
8 
11.4
76 
7.7
34 
72,
47 
65,
44 90,3 
Karanga
nyar 
75,
08 
79,
03 
13,
26 
13,
36 
9,2
8 
7,7
2 
10.9
22 
10.
36
9 
75,
9 
72,
98 96,15 
Sragen 
73,
4 
77,
31 
11,
9 
12,
47 
7,7
4 
6,0
5 
15.4
20 
10.
55
1 
75 
69,
22 
92,29 
Surakart
a 
74,
97 
78,
92 
14,
4 
14,
12 
10,
94 
9,8
2 
13.6
94 
12.
62
2 
81,
39 
78,
44 96,38 
Jawa 
Tengah 
72,
05 
75,
95 
12,
29 
12,
47 
7,5
9 6,5 
13.4
69 
9.0
01 
73,
39 
67,
67 92,21 
Indonesi
a 
68,
93 
72,
78 
12,
42 
12,
68 
8,3
5 
7,3
5 
14.1
63 
8.4
64 
73,
58 
66,
98 91,03 
Sumber : Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
 
Berdasarkan tabel 1.1  terdapat kesenjangan  gender di daerah Soloraya 
dalam capaian variabel Indeks Pembangunan Gender yaitu, Angka Harapan Hidup 
(AHH), Harapan Lama sekolah (HSL), Rata-rata Lama Sekolah dan Sumbangan 
Pendapatan. AHH laki-laki pada 7 kota lebih tertinggal dibandingkan perempuan. 
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Sementara variabel rata-rata lama sekolah dan Pengeluaran kapita disesuaikan, 
keadaan perempuan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki. 
Selain melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), kesenjangan gender 
dapat pula dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender 
Empowerment Measure (GEM). 
Tabel 1. 2 
Indeks Pemberdayaan Gender Daerah Soloraya 2015 
 
Kota/Wilayah/Kota 
Keterlibatan 
perempuan 
diparlemen (%) 
Perempuan 
sebagai 
Tenaga 
Manajer, 
Profesional, 
Administrasi, 
Teknisi (%) 
Sumbangan 
Perempuan 
dalam 
Pendapatan 
Kerja 
(%) 
IDG 
Boyolali 11,11 54,23 40,52 65,82 
Klaten 6,00  52,74 37,69 59,95 
Sukoharjo 15,56 39,4 41,03 70,45 
Wonogiri 8,89 40,27 39,16 62,63 
Karanganyar 22,22 47,03 38,1 75,84 
Sragen 8,89 52,7 37,06 61,8 
Surakarta 17,78 50,64 43,93 74,98 
Jawa Tengah 24,24 47,72 34,06 74,8 
Indonesia 17,32 46,03 36,03 70,83 
Sumber : Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 
 
Data pada tabel 1.2. menunjukkan adanya kesenjangan gender dimana 
keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manager, 
profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan pendapatan perempuan lebih 
rendah dibandingkan laki-laki. Secara nasional keterlibatan perempuan di parlemen 
hanya sekitar 17,32%,  jauh dari kuota 30% yang ditetapkan pemerintah. 46,03 % 
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untuk keterwakilan sebagai tenaga manager, profesional angka ini jauh lebih baik. 
Dibandingkan hanya 36,03 % sumbangan pendapatan perempuan. 
  Menyadari bahwa kinerja pembangunan memberikan manfaat yang tidak 
adil dan setara, maka Desentralisasi dan otonomi daerah memiliki peluang dalam 
upaya mewujudkan hal tersebut. Melalui kebijakan daerah dan perwakilan 
kepentingan masyarakat sesuai otonomi daerahnya diharapkan mampu 
menghasilkan manfaat dan keadilan gender lebih cepat dan tepat sasaran 
Pembangunan dengan paradigma baru yang menjadikan manusia sebagai 
pusat perhatiannya, memerlukan strategi pengarusutamaan gender. Inpres No. 9 
Tahun 2000, menekankan pentingnya pengarusutamaan gender untuk mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengarusutamaan gender 
merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, perempuan dan 
laki-laki, agar memperoleh manfaat dari berbagai kebijakan, program, kegiatan 
yang dibuatnya untuk menyumbang kemajuan sosial, ekonomi, politik, dan budaya 
daerah yang melaksanakannya (Wahyuni, 2014). 
Adapun ekspresi kebijakan yang paling konkrit dari sebuah negara adalah 
anggaran. Hal ini disebabkan, anggaran adalah muara akhir dari apapun konsep 
rumusan kebijakan dan jika dilihat dari salah satu fungsi anggaran, yaitu fungsi 
distribusi dimana melalui kebijakan anggaran pemerintah dapat menciptakan 
pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok atau lapisan dalam 
masyarakat, maka anggaran adalah salah satu media yang  sangat efektif bagi 
negara untuk menyelesaikan persoalan diskriminasi terhadap perempuan (Dewi, 
2014).  
6 
 
 
Komitmen pengarusutamaan gender secara kontinuitas dilakukan oleh 
pemerintah  setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000, dilanjutkan 
dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan prioritas pembangunan 
serta dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang 
berkeadilan. Pengintegrasian gender dalam pembangunan adalah upaya 
mewujudkan kesetaraan pembangunan daerah, pembangunan yang desentralistik 
serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif ( Bappenas, dkk., 2012: 8). 
Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah suatu proses 
yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, tetapi lebih 
merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan 
dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah. Dalam Advisory Committee 
(dalam paper Internasional, Mei 2003) mengungkapkan bahwa: 
Gender budgeting is a relatively new approach used to ensure mainstream 
financial and budgetary policy and processes promote gender equality. 
Gender budgeting is mainly about the general or mainstream budget. 
Nevertheless, a separate presentation and high-lighting of expenditure 
directly affecting women in comparison to men may be a tool for 
awarenessraising and in the longer term restructuring of the budget to 
better reflect the needs and interests of both women and men 
(http://ec.europa.eu) 
 
 
Mengingat PPRG merupakan teknis birokrasi dengan modifikasi model 
pengarusutamaan gender, hal ini menimbulkan polemik bagi yang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah baru bagi para perencana (SKPD) dalam penyusunan 
perencanaan dan penganggaran responsif gender. Menurut Rinusu ( 2006: 11) 
Anggaran  responsif gender sering diidentikkan dengan alokasi anggaran untuk 
perempuan, bukan untuk perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. 
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Akibatnya para penentu kebijakan merasa anggaran sudah responsif gender jika 
sudah ada alokasi khusus untuk PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan 
pemberdayaan perempuan. 
Kendala implementasi PPRG Menurut penelitian  Pasudan,  (2017) pada 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, pemahaman gender pada PPRG hanya pada sisi perempuan, 
komunikasi kebijakan hanya pada saat kebijakan dikeluarkan saja, namun disisi 
baiknya aspek disposisi para pelaksana dan tujuan kebijakan sudah berjalan 
maksimal. 
 Di Kota Makassar penerapan anggaran responsif gender di Dinas 
Kesehatan Kota Makassar terdapat beberapa kendala, yaitu kendala kebijakan, 
kendala struktural dan kendala kultural sehingga alokasi anggaran spesifik gender 
hanya  4% dengan 26 pos anggaran, dan alokasi anggaran untuk kesetaraan gender 
sebesar 3% dengan 3 pos anggaran, sedangkan untuk alokasi anggaran umum yang 
mainstream gender tidak ditemukan adanya alokasi atau pos anggaran atau 0% dari 
total anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2014 (  
Khaerah dan Mutiarin,  2016 ).  
Pemerintahan Rusia memiliki permasalahan mengenai kurangnya kerja 
yang sistematis pada penghapusan kesenjangan gender dan ketidaksetaraan gender, 
yang paling spesifik di lembaga-lembaga politik, telah terjadi dalam 
beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 1990-an (Zakirnova, 2014). Demokrasi di 
Selatan, yang menjadikan insiatif dalam pelatihan anggaran perempuan atau 
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anggaran responsif gender. Afrika selatan menjadi pelopor untuk negara-negara 
selatan dengan didukung konferensi perempuan di Beijing Cina (Budlender, 2000) 
Permasalahan implementasi PPRG juga dialami oleh Pemerintah Kota 
Surakarta, walaupun Pemda Surakarta telah merespon pengarusutamaan gender 
dengan dengan dibentuknya rencana strategis Kota Surakarta tahun 2003-2008 
dengan diarahkan dalam pemberdayaan perempuan. Secara kelembagaan SKPD 
Dinas Perempuan ditempatkan sebagai pionir PUG, namun hal ini menimbulkan 
kewibawaan pengarusutamaan gender rendah, karena garis hearki tidak memiliki 
kekuatan lebih tinggi, jika diletakkan hanya pada tingkat SKPD. Dan pemahaman 
tentang pengarusutamaan gender rendah dimasing-masing SKPD Kota Surakarta 
(Hartono, 2008). 
Dengan latar belakang masalah diatas, penulis akan meneliti Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sragen yang telah mendapat pelatihan dari Tim Teknis 
Anggaran Responsif Gender Jawa Tengah oleh Ismi Dwi Astuti. Pemerintah  
Daerah Kabupaten Sragen telah membentuk Kelompok Kerja  Gender, Bappeda 
Litbang sebagai Ketua, DPKB PPP sebagai sekretaris dan dan Dinas Pengelolaan  
Keuangan Aset Daerah sebagai anggota.  
Agar pengarusutamaan gender dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien 
perlu dibentuk kelembagaan PUG, baik berupa Kelompok Kerja (Pokja) PUG 
maupun Gender Focal Point. Kelompok Kerja (Pokja) PUG adalah wadah 
konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender (PUG) dari 
berbagai instansi/lembaga di daerah. Fungsinya memfasilitasi PUG pada masing-
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masing SKPD dan Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang 
responsif gender (Nuraeni, 2013: 9) 
Sejak tahun 2011 Anggaran Responsif Gender telah menjadi komitmen 
dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 104 tahun 2010 mulai 
diujicobakan pada 7 (tujuh) Kementrian/Lembaga Negara yaitu Departemen 
Pendidikan; Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen 
Pertanian, Departemen Keuangan, Kementrian Perencanaan Pembangunan 
Nasional, dan Kementrian  Pemberdayaan Perempuan.  Komitmen Anggaran 
berdimensi gender ini juga menuntut adanya integrasi isu gender ke dalam Rencana 
Kegiatan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD (Astuti, 2016) 
Fungsi anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah untuk 
meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment 
Measure (GEM) serta memperkuat prasyarat kunci PUG (Nurhaeni, 2013: 19). 
Pada tahun 2010-2015 IDG Kabupaten Sragen selama 6 tahun terakhir telah 
mencapai rata-rata IDG Provinsi dan Nasional akan tetapi di untuk wilayah 
Soloraya Kabupaten Sragen menempati posisi dua terendah (Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan, 2016: 160) 
Berikut ini adalah data mengenai Indeks Pemberdayaan Gender di Wilayah 
Solo Raya pada tahun pada tahun 2010-2015, yang terdiri dari 6 Kabupaten/Kota, 
dibadingkan dengan IDG Jawa Tengah dan Indonesia. 
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Tabel 1. 3 
Tabel Pemberdayaan Gender Daerah Soloraya 2010-2015 
 
Provinsi/Kota 
Indeks Pemberdayaan Gender 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Boyolali 68,47 68,82 69,39 69,56 65,71 65, 82 
Klaten 69,23 70,41 70, 93 71, 04 59, 93 59,95 
Sukoharjo 67,78 67,46 68, 73 67, 02 71, 94 70, 45 
Wonogiri 61, 93 62, 71 62, 80 61,10 63, 34 62, 63 
Karanganyar 67,78 66, 44 66,89 71, 66 77, 00 75, 84 
Sragen 56,06 57,18 57,58 57,92 61,75 61,80 
Surakarta 75,75 78,06 79,32 78, 93 74, 93 74,98 
Jawa Tengah 67,96 68,99 70,82 71,22 74,46 74,80 
Indonesia 68, 15 69, 14 70,07 70, 46 70,68 70,83 
Sumber : Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 
 
Pada tabel 1.3  Gender Empowerement Measure (GEM) atau Indeks 
Pemberdayaan Gender di Kota Sragen terendah selama empat tahun terakhir di 
bandingkan dengan kota-kota di wilayah Soloraya. Selain itu standar GEM Kota 
Sragen tidak mencapai rata-rata provinsi dan nasional selama empat tahun terakhir 
meningkat pada tahun 2014 dan 2015 setelah adanya sosialisasi Pengarusutamaan 
Gender namun belum mencapai rata-rata GEM Nasional dan GEM Provinsi. 
Sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Gender, Gender Focal Point (GFP), tim 
teknis PPRG serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu bersinergi 
untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menyusun perencanaan dan 
penganggaran yang responsif gender. Sedangkan panduan tentang bagaimana cara 
mengintegrasikan gender ke dalam dokumen kebijakan/program/kegiatan SKPD 
(Nuraeni, 2013: 9). Sehingga mampu mengejar dan mencapai IDG dan GEM 
sebagai representasi keberhasilan pengarusutamaan gender pada anggaran dan 
kebijakan daerah.  
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Pemerintah Kota Sragen menentapkan SK Pokja; Nomor 
411.4/045/034/2017 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Teknis Daerah 
Anggaran Responsif Gender Kabupten Sragen.  Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (DPKB 
PPPA) sebagai Sekretaris POKJA yang memiliki peran teknis dalam proses 
percontohan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender (PPRG) bagi 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  
Tim Teknis Daerah terdiri dari Ketua yaitu Bappeda Litbang, Wakil Ketua 
adalah Inspektorat Kabupaten Sragen, dan Sekretarisnya adalah Dinas 
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak  (DPKB PPPA) dan 23 anggota yang terdiri dari Kepala Dinas 
dan beberapa peniliti. Akan tetapi menurut Ibu Tiwi sebagai Kasie. PUG 
DPKBPPA, mengatakan bahwa : 
Dari semua yang terlibat sebagai Tim Teknis Daerah Anggaran 
Responsif Gender, tidak semua paham apa itu ARG hanya ada 
beberapa saja, Dinas perempuan ini yang berperan banyak, yang lain 
tidak terlalu paham, Bappeda juga tidak, inspektorat belum, kalau 
BPKAD dulu ada tapi sekarang belum maksimal (Wawancara dengan 
Ibu Tiwi Kasie Pembeerdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan 
Gender Kabupaten Sragen, 20 Juli 2018, 10:11 WIB) 
 
 
  Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak  (DPKB PPPA) sebagai salah satu tim teknis 
kelompok kerja gender dan sebagai SKPD percontohan Organisasi Perangkat 
Daerah Sragen memiliki kendala dalam proses percontohan penyusunan anggaran 
kerja belum memperlakukan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender 
(PPRG) secara maksimal  
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Penulis ingin meneliti bagaimana proses Perencanaan dan Penganggaran 
Responsif gender (PPRG) yang dimplementasikan oleh Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
(DPKB PPP) sebagai SKPD percontohan bagi OPD lain. Implementasi atau analisis 
apakah anggaran sudah responsif gender dapat dilihat melalui anggaran kerja dan 
pengalokasian anggaran sesuai dengan kategori yang dikembangkan oleh 
Budlender, yaitu anggaran khusus responsif gender, anggaran kesetaraan gender, 
dan anggaran pelembagaan ( Darwanis, 2015).  
Selain itu peneliti ingin mengidentifikasi kendala-kendala dalam melakukan 
implementasi Anggaran Responsif Gender Kabupaten Sragen secara umum yang 
berdampak pada proses percontohan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
(DPKB PPPA) 
 
1.2.  Identifikasi Masalah 
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten 
Sragen yang rendah hal ini karena SKPD percontohan  Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
(DPKB PPPA) belum maksimal dalam proses dan implementasi ARG. 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam penulisan ini, penulis membatasi permasalahannya yaitu mengenai 
implementasi anggaran responsif gender di Dinas Pengendalian Penduduk 
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Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (DPKB 
PPP) kota Sragen. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang masalah 
tersebut  yaitu : 
1. Bagaimana implementasi anggaran responsif gender  Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak  (DPKB PPP) kota Sragen?  
2. Kendala apa yang dihadapi dalam implementasi anggaran responsif gender  
Kabupaten Sragen. 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah 
1. Untuk mengetahui  implementasi anggaran responsif gender  Dinas 
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak  (DPKB PPP) Kabupaten Sragen.  
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi anggaran responsif gender  
Kabupaten Sragen. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki mafaat sebgai berikut: 
1. Bagi Penulis 
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Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai implementasi 
anggaran responsif gender  Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (DPKB PPP) kota Sragen  
2. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menjadi sumber 
informasi yang berhubungan implementasi anggaran responsif gender  Dinas 
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak  (DPKB PPP) kota Sragen Serta dapat dijadikan bahan 
acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan ataupun 
melanjutkan penelitian dengan topik yang sama. 
3. Bagi DPKB PPP 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran atau bahan 
pertimbangan yang diperlukan Pemerintah Kota Sragen baik pihak eksekutif 
maupun legislatif dalam mengevaluasi implementasi kebijakan anggaran 
belanja daerah yang responsif gender yang berpihak pada publik, kaum 
marjinal dan kelompok gender  tertinggal.  
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1.7. Hasil Penelitian Yang Relevan 
Tabel 1. 4 
Hasil Penelitian Yang Relevan 
 
Variabel 
Peneliti, Metode 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Anggaran 
responsif 
gender di 
Dinas 
Kesehatan 
Kota 
Makassar 
Khaerah dan 
Mutiarin, 2016. 
Metode 
kualitatif Dinas 
Kesehatan Kota 
Makassar.  
Alokasi anggaran 
spesifik gender 
dengan persentase 
4% dengan 26 pos 
anggaran, dan 
alokasi anggaran 
untuk kesetaraan 
gender sebesar 3% 
dengan 3 pos, 
terdapat beberapa 
kendala dalam 
implementasinya 
yaitu kendala 
kebijakan, struktural 
dan kultural.  
Pemerintah Kota 
Makassar harus 
menyusun data pilah 
gender 
untuk seluruh 
SKPD, serta 
membuat instrumen 
untuk mengukur 
target dan capaian 
dalam anggaran 
responsif gender 
berdasarkan 
kriteria-kriteria dan 
indikator-indikator 
penting dari setiap 
kategori 
anggaran gender. 
Implementasi 
Kebijakan 
PPRG 
BPPKBD di 
Daerah 
Provinsi 
Sulawesi 
Tengah. 
Pusadan (2017) 
deskritif 
kualitatif, 
dianalisis 
menggunakan 
model 
pendekatan 
implementasi, 
van meter dan 
van horn. Di 
Badan 
Pemberdayaan 
Perempuan Dan 
Keluarga 
Berencana 
Daerah Provinsi 
Sulawesi 
Tengah 
BPPKB Provinsi 
Sulawesi Selatan, 
sudah sesuai dengan 
tujuannya karena 
yaitu dengan 
dilakukan 
perencanaan 
penganggaran yang 
menjembatani 
kesenjangan gender. 
Namun SDM 
terbatas, kurangnya 
intrepretasi makna 
ARG, dan belum ada 
komunikasi yang 
konsisten dalam 
pembahasan PPRG.  
pelaksana kebijakan 
PPRG diharapkan 
untuk dapat 
mempersiapkan 
sumberdaya yang 
memadai seperti 
meningkatkan 
kemampuan 
sumberdaya melalui 
pendidikan dan 
pelatihan. 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan Tabel 1.4 
Variabel 
Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian 
Saran 
Penelitian 
Ekonomi 
Politik 
Anggaran 
Wanita di 
Timur. 
Budlender, 
2000. Metode 
kualitatif 
literatur. 
Studi 
anggaran 
wanita 
Pemerintah 
Afrika 
Selatan 
Anggaran responsif 
gender adalah alat untuk 
perubahan. Poin penting 
dalam pelatihan anggaran 
wanita Pelatihan 
melibatkan analisis 
anggaran pemerintahan, 
Pelatihan tidak  hanya 
berfokus pada porsi 
anggaran wanita 
Penggunaan kata di 
Afrika Selatan dan 
Australia menggunakan 
istilah “Anggaran 
Perempuan”, istilah yang 
lebih baik adalah “ 
Anggaran Responsif 
Gender”.   
Seharusnya 
pemerintah  
melakukan 
evaluasi dalam 
pelatihan 
anggaran 
responsif 
gender. 
Evaluasi 
Inpres No. 9 
Tahun 2000 
tentang 
Kebijakan 
PUG di 
Pemkot 
Surakarta.  
Firdausy dan 
Hartanto, 
2010. Metode 
kualitatif 
deskritif 
evaluasi 
Inpres No. 9 
Tahun 2000 
Pemerintah 
Kota 
Surakarta. 
Bahwa Pemerintah kota 
surakarta telah merespon 
pengarusutamaan gender 
dengan dengan 
dibentuknya rencana 
strategis Kota Surakarta 
tahun 2003-2008 dengan 
diarahkan dalam 
pemberdayaan 
perempuan, kendala 
implementasi anggaran 
responsif gender yaitu 
kendala yuridis, 
kelembagaan, dan 
kultural.  
Pemerintah 
memperbaiki 
status hukum 
pengarusutama
an gender 
secara nasional 
menuju status 
hukum lebih 
tinggi. Pemkot 
Surakarta 
harus 
meletakkan 
mandat PUG 
dibawah 
walikota 
secara yuridis 
akan kuat.  
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan Tabel 1.4 
Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Analisis 
Anggaran 
Responsif 
Gender 
Sebagai 
Percepatan 
Pencapaian 
Target MDGS 
Darwanis, 
2015. Metode 
deskriptif 
pendekatan 
kualitatif. 
Implementasi 
PPRG di Aceh. 
Komitmen terhadap 
peraturan masih 
sangat lemah akan 
pentingya PPRG, 
Padahal peraturan 
yang dikeluarkan 
oleh gubernur yaitu 
dalam bentuk 
Peraturan Gubernur 
Aceh Nomor 6 Tahun 
2014 kelembagaan 
sekadar membentuk 
kelompok kerja PUG 
saja tetapi untuk 
rencana dan laporan 
kelompok kerja 
sangat minim sekali 
dan  masih sangat 
kurang ketersediaan 
sumberdaya manusia. 
Melakukan sosialisasi 
peraturan tentang 
PPRG sudah ada 
ditingkat provinsi. 
Memotivasi kelompok 
kerja PUG yang sudah 
terbentuk agar 
menyusun rencana 
kerja tahunan dan 
membuat laporan 
kelompok kerja PUG. 
ketidaksetaraan 
gender di 
Rusia: 
perspektif 
gender 
budgeting 
partisipatif 
Zakirova, 2014. 
Metode 
kualitatif 
deskriptif. 
Ketidaksetaraan 
gender di Rusia 
prespektif 
anggaran 
responsif 
gender. 
Kurangnya kerja 
yang sistematis pada 
penghapusan 
kesenjangan 
gender dan 
ketidaksetaraan 
gender, yang paling 
spesifik di 
lembaga-lembaga 
politik, telah terjadi 
di pemerintah Rusia 
dalam 
beberapa tahun 
terakhir. Sejak tahun 
1990-an. 
Sebaiknya pemerintah 
melakukan 
pengenalan anggaran 
responsif gender 
dengan di lokal 
maupun tingkat 
nasional . kemitraan 
yang kuat antara 
menggunakan 
pendekatan lembaga 
pemerintah dan 
masyarakat 
sipil,partisipatif,  
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1.8. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu riset yang lebih pada 
pemahaman, proses, kompleksitas, interaksid dan manusia ( Sarwono, 2006 : 193). 
Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Sehingga tujuan dari 
penelitian kualitatif adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena 
secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu pendekatan kualitatif dalam 
penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang 
berlaku menggunakan metode deskriptif  (Moleong, 200: 131). 
Metode deskriptif adalah pencarian fakta dan intrepretasi yang tepat (Nazir, 
2003: 13). Jenis datanya adalah primer, sedangkan sumber data terdiri dari sumber 
data primer dan sumber data sekunder. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian 
dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori ( Sarwono, 
2006: 230).  
Dalam pengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) dimana penelitian ini dilakukan 
dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, dan 
literatur-literatur dalam penulisan skripsi ini, 
2. Penelitian lapangan (Field Reseach) dimana peneliti melakukan penelitian 
terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yang relevan dari baik 
itu observasi, wawancara, dan dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk 
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Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
(DPKB PPP) kota Sragen. 
Objek pada penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak  (DPKB PPP) kota Sragen. Alasan Indeks Pembangunan 
Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sragen menempati posisi dua 
terendah untuk wilayah Soloraya tahun 2010-2015 karena dalam pelaksanaan 
pengarusutamaan gender memiliki kendala dalam proses implementasi. 
 
1.9.  Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.10.  Sistem Penulisan Skripsi 
 Sistematika penulisan dimaksudkan memberikan gambaran keseluruhan 
dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menjekasakan latar belakang, identifikasi masalah, batasan    
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil penelitian yang 
relevan, metode penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan 
skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan deskripsi konseptual tentang fokus atau subfokus 
dalam penelitian ini dan sebagai pedoman pembahasan skripsi yang 
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berhubungan konsep-konsep dan teori dala perumusan masalah yang 
telah diuraikan. 
 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, subyek penelitian, teknik 
penelitian, teknik analisis data dalam melakukan penelitian yang 
digunakan penulis dalam memecahkan permasalahan yang dirumuskan. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan gambaran umum , hasil penelitian yang sudah 
dilakukan beserta pembahasan hasil penelitian yang didasarkan pada 
rumusan masalah. Data tersebut di olah berdasarkan metode penelitian 
yang telah dijelaskan sebelumnya juga berdasarkan landasan teori yang 
ada.   
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian yang sudah dilakukan 
dan saran dari penulis yang diharapkan memberi manfaat dari hasil 
penelitian tersebut bagi pihak yang berkepentingan. 
 
   
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Kajian Gender 
2.1.1. Konsep Gender dan Sex 
Subordinasi dan opresi yang dialami oleh perempuan diakibatkan adanya 
stereotype yang dibentuk oleh konstruksi peran sosial yang memarjinalkan 
perempuan melalui domestifikasi yang didesain seolah menjadi kebenaran yang 
kodrati. Sehingga pemahaman terhadap kontruksi dan kodrat sering terbolak-balik. 
Konsep gender menghadirkan pemahaman yang clear dan membantu membongkar 
konstruksi sosial yang merugikan salah satu kelompok gender, yaitu perempuan. 
Sehingga dalam hubungan relasi sosial antargender terjadi kesetaraan dan keadilan. 
Pengembangan konsep gender sebagai alat analisis merupakan salah satu 
studi perempuan yang terbesar. Penemuan bahwa kategori “perempuan” dan “laki-
laki” bukan merupakan fenomena biologis, tetapi konstruksi-konstruksi kultural 
sehingga karenanya tidak mantap dan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang 
penting( Wierenga, 1999: 38). 
Sebagai bentuk kebenaran nalar dan menghindari kerancuan pikir, 
pembedaan antara konsep kodrati dan konstruksi harus clear. Definisi konsep jenis 
kelamin, kodrat (sex) menurut Hastuti dalam ( Fakih, 2007: 7) bahwa Jenis kelamin 
(sex) adalah Pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan 
secara bilologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.  
Gender adalah jenis kelamin sosial yang membentuk perilaku dan peran 
antara laki-laki dan perempuan. Gender dibentuk bukan secara universal atau 
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kodrati melainkan dikostruk oleh budaya, sejarah, dan struktur.  Fakih (2006: 71) 
mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-
laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.  
Kenyataan menunjukkan bahwa perbedaan gender dengan pemilahan sifat, 
peran dan watak menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Sikap tradisional 
dimana perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki menghalangi perempuan 
untuk menduduki jabatan publik atau berpartisipasi dalam perumusan kebijakan 
pemerintah. Bentuk ketidakadilan lainnya adalah prasangka-prasangka negatif 
(stereotype) yang dalam prakteknya semakin meluas. Misalnya kawin paksa atau 
penyunatan perempuan (genital mutilation) yang dianggap sebagai bentuk 
perlindungan dan kontrol atas perempuan (Farida, 2018) 
Jadi status dan peran pria dan wanita berbeda antara masyarakat yang satu 
dengan masyarakat yang lain, yang disebabkan oleh perbedaan norma sosial dan 
nilai sosial budaya. Contoh peran gender berubah dari waktu kewaktu sesuai 
dengan perkembangan jaman sebagai berikut. Pada masa lalu, menyetir mobil 
hanya dianggap pantas dilakukan oleh pria, tetapi sekarang wanita menyetir mobil 
sudah dianggap hal yang biasa. Pada  masa silam, jika wanita ke luar rumah sendiri 
(tanpa ada yang menemani) apalagi pada waktu malam hari, dianggap tidak pantas, 
tetapi sekarang sudah dianggap hal yang biasa (Erniati, 2010). 
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Tabel 2. 1 
Perbedaan Gender dan Sex 
Gender Sex 
Menyangkut pembedaan peran, 
fungsi, tanggung jawab, laki-laki 
dan perempuan sebagai hasil 
kesepakatan atau hasil konstruksi 
bentukan masyarakat. 
Menyangkut perbedaan organ 
biologis laki-lakindan 
perempuan, khususnya pada 
bagian-bagian alat reproduksi. 
Peran sosial dapat dipertukarkan: 
pada saat-saat tertentu, bisa saja 
suami tidak memiliki pekerjaan 
sehingga tinggal di rumah 
mengurus rumah tangga, 
sementara istri bertukar peran 
untuk bekerja mencari nafkah 
bahkan sampai keluar negeri. 
Peran reproduksi tidak dapat 
berubah sekali menjadi 
perempuan dan mempunyai 
rahim, maka selamanya akan 
menjadi perempuan dan 
sebaliknya. 
Peran sosial tergantung masa dan 
keadaan 
Peran reproduksi tidak dapat 
dipertukarkan 
Peran sosial tergantung pada 
budaya masyarakat tertentu 
Peran reproduksi berlaku 
sepanjang masa 
Peran sosial berbeda antara satu 
kelas/strata sosial dengan 
kelas/strata sosial lainnya. 
Peran reproduksi berlaku di mana 
saja 
Peran sosial merupakan hasil 
buatan manusia dan tidak bersifat 
kodrati. 
Peran reproduksi berlaku bagi 
semua kelas sosial 
         Sumber : Pedoman Teknis PPRG KEMENPPPA, 2010 
 
2.1.2. Kesetaraan Gender 
Kesetaraan atau gender equity adalah kondisi laki-laki dan perempuan 
dalam memperoleh akses dan kesempatan dalam segala bidang pembangunan. 
Sedangkan keadilan gender atau gender equality adalah proses  dan perlakuan adil 
terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada yang tersubordinasi, 
termarjinalisasi dalam upaya menjalankan kehidupan bangsa dan negara. 
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Menurut Probosiwi dalam World Bank, (2001) menyebutkan bahwa 
kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan 
memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan 
memerintah secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun 
pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang 
berkaitan dengan kesetaraan gender.  
Dalam proses perlakuan  akses terhadap laki-laki dan perempuan masih 
terdapat pola diskriminasi yang terjadi pada masyarakat yang menimbulkan 
ketidakadilan gender. Menurut Fakih, (2011: 72-73) terdapat beberapa 
ketidakadilan gender antara lain : 
1. Marjinalisasi  
Marjinalisasi adalah sebuah proses kemiskinan yang mengakibatkan terjadinya 
keterbelakangan dan peminggiran yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. 
Marjinalisasi pada perempuan terjadi pada sektor pekerjaan yang 
mendiskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. 
2. Subordinasi 
Subordinasi adalah adalah adanya penomorduaan perempuan yang diakibatkan 
oleh tradisi dan budaya dalam masyarakat bukan pada faktor alamiah. Sehingga 
perempuan menempati kelas kedua dalam kultural masyarakat tertentu. Seperti 
perempuan mendapat bagian akses lebih sedikit dari perempuan. 
3. Stereotip  
 Stereotip yang menjadi masalah adalah ketika stereotip tersebut dinilai 
merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu stereotip jenis ini 
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adalah yang bersumber pada pandangan bias gender, seperti stereotip bahwa 
perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena tujuan hidup 
perempuan adalah seorang istri yang mengurus rumah tangga. 
4. Kekerasan 
Secara umum, kekerasan adalah sebuah serangan atau invasi (assault) terhadap 
fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap 
sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu 
kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu itu disebabkan oleh anggapan 
gender, misalnya beberapa tindakan yang termasuk kekerasan dalam 
perempuan, kekerasan dalam bentuk pornografi, jenis kelamin ini termasuk 
kekerasan nonfisik yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh 
perempuan dijadikan objek demi keuntungan perseorangan. 
5. Beban Ganda 
Beban ganda adalah adanya ketidakseimbangan peran, sehingga menimbulkan 
ketidakadilan. Seperti yang dialami oleh perempuan  karena adanya anggapan 
bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok 
untuk menjadi kepala rumah tangga. Hal ini berakibat bahwa semua pekerjaan 
domestik rumah tangga menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Sehingga 
apabila perempuan bekerja diluar rumah, masalah domestifikasi masih menjadi 
kewajiban perempuan. Dan bagi perempuan miskin beban yang sangat berat 
mereka bekerja dan mengurus rumah tangga. 
Upaya Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah 
ditetapkan kebijakan melalui GBHN 1999, UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program 
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Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004), INPRES Nomor 9 tahun 2000 
tentang Pengarustamaan Gender (PUG). UU No. 7 tahun 1984 Ratifikasi Konevensi 
CEDAW; UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; UU No. 21 tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. RUU Kesetaraan 
dan Keadilan Gender diharapkan menjadi landasan hukum penyelenggaraan 
Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia (Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan, 2013). 
 
2.1.3. Gender dan Pembangunan 
Dewasa ini tata bahasa gender sudah menjadi wacana dunia. Sehingga 
munculnya perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma 
pembangunan dari orthodhox paradigma yang top down menjadi The Alternatif 
Paradigm yang bottom up. Dalam pembangunan orthodhox masyarakat hanya 
menjadi objek pembangunan. Sedangkan pembangunan alternatif menghadirkan 
partisipasi masyarakat selain itu adanya desentralisasi dari pusat ke daerah 
(Rinawati, 2004) 
Konsep gender dan ideologi gender memang berpengaruh besar dalam 
pembagian kerja, pembagian kekuasaan, hak dan tanggungjawab, hubungan 
perempuan dan laki-laki, yang cenderung menjadikan perempuan sebagai sub 
ordinat dan telah menghasilkan ketidakadilan gender. Oleh karena itu isu kesetaraan 
gender menjadi isu global yang telah disepakati menjadi arah pembangunan 
(pembangunan berperspektif gender), terutama dengan memberikan akses yang 
lebih luas terhadap perempuan karena perempuanlah yang dalam faktanya banyak 
mengalami peminggiran (Astuti, 2016).  
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Sejarah gender dimulai ketika meletusnya DUHAM, The Universal 
Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), oleh 
Majelis Umum PBB di tahun 1948. Kemudian Pada tahun 1979 dilaksanakan 
konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women).  
CEDAW diakui sebagai aturan yang diharapkan mampu melindungi 
perempuan dari tindakan kekerasan dan sikap keberpihakan pada jenis kelamin 
tertentu dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan.  Dan melepaskan 
perempuan dari opresi dan keterbelakangan akses. Maka Indonesia meratifikasi  
CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1984 tentang pengesahan 
konvensi  mengenai penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap 
wanita (Agustina, 2016). 
United Nationas Development Programme (UNDP) atau Badan 
Pembangunan PBB sebagai agen donor pembangunan teknis dunia. Dalam laporan 
pembangunan atau publikasi Human Development Report (HDR) pertama kali 
diterbitkan tahun 1990 hanya berfokus pada pembangunan manusia. Dengan 
menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai 
alat bagi pembangunan. Alat evaluasi pembangunan disebut Indeks Pembangunan 
Manusia atau Human Development Index (HDI) yang mengukur kemajuan 
pembangunan suatu negara.  
Lima tahun kemudian  UNDP mengangkat tema mengenai gender. 
Publikasi publikasi Human Development Report (HDR) tahun 1995  menekankan 
bahwa pembangunan manusia untuk memperluas pilihan bagi semua masyarakat, 
28 
 
 
bukan hanya salah satu bagian dari Sejak UNDP memasukkan kesetaraan gender 
dalam HDI, maka faktor kesetaraan gender harus selalu diikutsertakan dalam 
mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional. Selanjutnya, terlahirlah IPG 
atau Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 
Ukuran-ukuran tersebut bertitik tolak pada konsep kesetaraan. (Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan, 2016). 
 
2.1.4. Integrasi Isu Gender dalam Kebijakan Publik 
 Perempuan dan laki-laki berbeda. Dengan perbedaan secara kodrati 
melahirkan perbedaan kebutuhan  pula. Maka dibutuhkan upaya untuk merespon 
hal tersebut demi meningkatkan kesejahteraan dan terjadinya pemenuhan 
kebutuhan yang sesuai. Pemerintah sebagai pemilik otoritas kebijakan merespon 
melalui pengintegrasian isu-isu gender dalam kebijakan daearah masing-masing. 
Sehingga kebijakan dan dibuat pemerintah tidak bias gender dan dapat tepat pada 
kelompok miskin dan marjinal. 
Tabel 2. 2 
Perbedaan Kebutuhan Perempuan dan Laki-laki 
Tabel berlanjut …. 
  
Ketegori Kebutuhan 
Spesifik 
Kebutuhan 
Praktis Gender 
Kebutuhan Strategis 
Gender 
Pengertian Kebutuhan sesuai 
dengan jenis 
kelaminnya 
Kebutuhan 
sesuai dengan 
peran gender 
Kebutuhan  berawal dari 
posisi 
subordinat,meningkatkan 
posisi perempuan 
disektor publik 
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Lanjutan Tabel 2.2 
 
Sumber : Pedoman teknis penyusunan GAP dan GBS, Australian Indonesia 
Patnership For Decentralisation, 2013. 
 
Ketegori Kebutuhan 
Spesifik 
Kebutuhan 
Praktis Gender 
Kebutuhan Strategis 
Gender 
Fokus Perempuan dan 
laki-laki 
Perempuan Relasi perempuan dan 
laki-laki 
Cara 
mengide
ntifikasi 
kebutuha
n 
Diformulasikan 
dari fungsi 
reproduksi 
biologis 
perempuan dan 
atau laki-laki 
Diformulasikan 
dari kondisi 
konkrit yang 
diperlukan laki-
laki dan 
perempuan untuk 
memenhi tugas 
baik keluarga atau 
masyarakat 
Dikondisikan dari posisi 
perempuan yang 
tersubordinat disebabkan 
oleh konstruksi sosial 
budaya. 
Tujuan Melindungi 
fungsi reproduksi 
perempuan dan 
laki-laki, dan 
melindungi harkat 
martabat sebagai 
manusia 
Memenuhi 
kebutuhan dasar 
saat ini yang 
dapat langsung 
dinikmati, 
meningkatkan 
kondisi 
perempuan, dan 
meningkatkan 
kemampuan 
perempuan dalam 
menjalankan 
tugas. 
Memenuhi kebutuhan 
jangka panjang, 
meningkatkan posisi 
perempuan dan atau laki-
laki, terutama pada 
sektor publik 
 
 
Contoh Perempuan butuh 
zat besi banyak 
saat menstruasi, 
butuh pembalut 
saat menstruasi, 
ruang laktasi saat 
menyusui, 
sedangkan laki-
laki 
membutuhkan 
alat proses khitan 
yang baik,dan 
pemeriksaan 
kanker prostat  
Contoh Perempuan butuh zat besi 
banyak saat menstruasi, 
butuh pembalut saat 
menstruasi, ruang laktasi 
saat menyusui, 
sedangkan laki-laki 
membutuhkan alat proses 
khitan yang baik,dan 
pemeriksaan kanker 
prostat  
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Menurut Nurhaeni (2013 : 6-7) Integrasi isu gender pada kebijakan 
pemerintah adalah sebuah instrumen dalam upaya mewujudkan ketepatan manfaat 
dan tujuan pembangunan. Isu gender terjadi akibat adanya hubungan ketimpangan 
relasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kontrol, dan 
kesempatan. Sehingga terjadi ketidakadilan yang dialami oleh salah satu jenis 
gender tertentu.  Ciri isu strategis gender antara lain : 
1. Ada ketidakadilan gender 
2. Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan 
3. Berefek domino (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain) 
4. Berorientasi pada perubahan sistematik, yakni perubahan relasi/hubungan 
antara laki-laki dan perempuan 
5. Adanya pengaruh budaya dan kebijakan 
Perumusan Isu gender dan isu strategis gender dapat dilakukan terhadap 
program. Pertama, atu program atau kegiatan dalam urusan wajib dan urusan 
pilihan pemerintah daerah. Kedua, Diawali dengan identifikasi fakta dan fenomena 
kesenjangan gender. Ketiga, Dilanjutkan dengan identifikasi faktor pendukung 
terkait dengan urusan tersebut. Dan keempat, Dirumuskan dengan kalimat negatif. 
Integrasi gender dalam kebijakan, program ataupun kegiatan SKPD dapat 
dilakukan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) dan atau affirmative action. 
Melalui PUG, maka gender terintegrasi sebagai satu dimensi integral dari 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, 
program, dan kegiatan pembangunan. Tujuan pengarusutamaan gender adalah 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ( Nuraeni, 2013: 18). 
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Adanya kesenjangan antara program atau kebijakan dengan alokasi 
anggaran untuk program-program yang telah dirumuskan dan antara kemauan 
pemerintah untuk lebih transparan dan lebih partisipatif dalam proses perencanaan 
dengan proses penganggarannya. Penganggaran dalam hal itu lebih merupakan hak 
sepenuhnya pemerintah daerah, akan tetapi di lain pihak proses perencanaan 
diharapkan dapat melibatkan masyarakat. Hal tersebut kemudian mendorong 
pemerintah untuk mengambil langkah Strategis guna mensosialisasikan perspektif 
gender, karena anggaran di Indonesia belum gender perpective. (Moendayat, 
Noerdin, dan Purnami, 2006: 2) 
Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) pertama kali muncul saat 
Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Pada saat itu, 
berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di 
seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. PUG 
didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan 
organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area 
kritis dapat dilaksanakan dengan efektif (Susiana, 2015). 
Menurut  Muttaqin (2010) Pengarusutamaan gender dipahami secara 
afirmatif dengan kebijakan-kebijakan ke”perempuan”an. Sebagai mainstream, 
gender tidak dipahami dalam perspektif yang mengerangkakan setiap proses 
pembangunan masyarakat yang melampaui batas-batas eksklusivitas institusi 
sektoral. Implikasinya, gender menjelma menjadi ruang tersendiri yang 
diferensiatif dengan urusan sektor-sektor lain. Penerjemahan model ini 
menunjukkan bahwa pemahaman gender masih ambigu dan mengakibatkan 
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penerjemahan yang kurang relevan pada tingkat operasional kebijakan-kebijakan 
publik. 
Maka pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan program tidak 
mendikotomi antara program laki-laki dan perempuan. Program didesain untuk 
memberikan akses dan kesempatan yang sama dan partisipatif. Seperti program 
tentang kekerasan rumah tangga, yang menjadi sasaran bukan hanya korban 
kekerasan, perempuan. Tetapi juga pelaku potensial kekerasan, yaitu laki-laki. 
selain itu program afirmatif tidak hanya bagi salah satu jenis kelamin namun dapat 
memberikan kesetaraan dan keadilan bagi semua unsur. 
 
2.2. Anggaran Responsif Gender 
2.2.1.  Anggaran Daerah 
 Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang  yang mencakup 
harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi lainnya selama satu 
tahun (Basri, 2013). Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan 
secara kualitatif yang diukur dalam satuan monoter standar dan satuan lain dalam 
jangka waktu standar ( Mulyadi, 2001: 488).  
Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik 
(biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah 
dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/ 
belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pada masa orde baru sistem 
pemerintahan sangat sentralistik dan tidak memberi otonomi bagi masing-masing 
daerah sehingga terjadinya ketimpangan perekonomian dan pendapatan daerah. 
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Karena hasil daerah tidak dikelola secara otonom melainkan menggunakan garis 
sentralistik. 
Sejak 1 Januari 2001  Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi 
daerah) yang didasarkan pada Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang 
pemerintah daerah dan Undang Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan 
keuangan antara pusat dan daerah. UU Tahun 1999 pada prinsipnya mengatur 
mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan asas 
desentralisasi. Revisi dan akhirnya diganti dengan Undang Undang No.32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Pusat dan Daerah ( Nurhayati, Sukirman, dan Sohidin, 2017) 
Anggaran daerah merupakan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah 
dituntut untuk memiliki kemandirian ekonomi sesuai otonom masing-masing. Dan 
merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan 
publik. Otonomi daerah diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur hubungan keuangan antara Pusat- 
Daerah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. 
Menurut Verasvera, (2016) berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun 
berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran, 
Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD yang 
memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman 
dalam penyusunan APBD. Penyusunan Kebijakan Umum APBD pada dasarnya 
merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
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dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun. 
2.2.2 Konsep Anggaran Responsif Gender 
Anggaran Responsif Gender salah satu anggaran yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/ PMK02/2009 tentang Petunjuk 
dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan 
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran Tahun 2010 dan mengatur hal-hal baru dalam penganggaran Tahun 2010 
adalah salah satunya Penerapan Anggaran Responsif Gender ( Darwanis, 2015). 
Anggaran Responsif Gender (ARG) yang merupakan terjemahan dari 
Gender budget adalah salah satu metodologi feminis dalam hal kebijakan anggaran 
yang diterapkan agar pemerintah di sebuah negara berkonsentrasi membantu 
kelompok yang kekurangan (kelompok perempuan) dan menyediakan tempat untuk 
mereka. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 di South Australia dengan 
istilah women’s budget. Aktor intelektualnya adalah Prof. Rhonda Sharp. Model 
anggaran tersebut diketahui berhasil untuk mengurangi kesenjangan gender yang 
terjadi, antara lain Mexico, Inggris, dan lainya ( Dewi, 2015). 
Anggaran mainstream sering mengabaikan dampak dari anggaran spesifik 
gender.  Padahal laki-laki dan perempuan memiliki prioritas perbedaan dari 
kebijakan anggaran yang umum, mulai dari perbedaan constraints, options, 
incentives and needs (Lahiri, Chakraborty, dan  Biiattacharyya, 2003: 6) Anggaran 
responsif gender bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, 
melainkan strategi untuk megintegrasikan isu gender kedalam proses 
35 
 
 
penganggaran, dan menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan 
kesetaraan gender dalam komitmen anggaran.  
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyusunan 
anggaran dikenal dengan Anggaran Responsif Gender (ARG). Integrasi ARG 
dalam dokumen RKA-KL telah dimulai pada Tahun Anggaran 2010 untuk 7 (tujuh) 
K/L sebagai uji coba (pilot project), yakni Kementerian Pendidikan Nasional, 
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, 
Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ 
Bappenas, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
(Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pembeedayaan Perempuan, 2010: 20). 
Anggaran yang responsif gender harus tercermin dalam program dan 
kegiatan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu diperlukan peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses penganggaran, yang dalam 
implementasinya melibatkan masyarakat sehingga partisipasi dan keadilan yang 
responsif gender bisa tercapai. Kebijakan ekonomi makro dan kebijakan secara 
umum yang disusun oleh pemerintah harus memberikan peluang kepada perempuan 
dan laki-laki (Arifah, 2018). 
 Penerapan ARG tersebut di atas merupakan strategi untuk mengurangi 
kesenjangan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil 
pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Pengintegrasian aspek gender ke 
dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu 
kesatuan yang tidak terpisahkan (Kemenkeu, dan Kementerian Pembeedayaan 
Perempuan, 2010: 19). 
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Anggaran Responsif Gender menurut Budlender (2002: 52) 
mengungkapakan bahwa:  
Gender responsif budgets provide a means for determining the effect of 
government revenue and expenditure policies on women and men. GRB 
initiatives can consist of different components and vary considerably 
across countries and regions given their specific social, political 
contexts, and the nature of the institution implementing them. These 
initiatives, led either by governments or civil society groups, involve the 
examination of how budgetary allocations affect the economic and social 
opportunities of women and men. The exercise does not propose separate 
budgets for women nor necessarily argue for increased sending to 
women spesifik programmes. 
 
Dari pendapat Budlender ini berarti Anggaran responsif gender dapat 
menentukan dampak dari kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah pada 
perempuan dan laki-laki. Inisiatif ARG dapat terdiri dari komponen yang berbeda 
dan sangat bervariasi di setiap negara dan wilayah yang diberikan khusus sosial 
mereka, konteks politik, dan sifat dari lembaga pelaksana mereka. Inisiatif- inisiatif  
ini, dipimpin baik oleh pemerintah atau kelompok masyarakat sipil, melibatkan 
pemeriksaan tentang bagaimana alokasi anggaran mempengaruhi peluang ekonomi 
dan sosial kaum perempuan dan laki-laki.  
 
2.3. Analisis Anggaran Responsif Gender 
Menurut Budlender (2002: 53-54) disebutkan  tiga kategori untuk menilai 
anggaran responsif gender melalui belanja pemerintah, sebagai berikut:  
1. Gender Specific Expenditures 
Belanja spesifik gender adalah alokasi untuk program yang dengan target 
spesifik perempuan, laki-laki,  anak perempuan atau anak laki-laki, seperti 
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program kesehatan laki-laki (contoh kanker prostat) atau kekerasan 
perempuan.  
2. Expenditure that Promote Gender Equity within the Public Services (Afirmatif) 
Pengeluaran yang mempromosikan kesetaraan gender dalam pelayanan publik. 
Ini adalah alokasi untuk kesempatan kerja sama. seperti program meningkatkan 
kesetaraan perwakilan dari perempuan di manajemen dan pembuat kebijakan 
di semua sektor pekerjaan, serta kesamaan upah dan pelayanan. Ini adalah 
bentuk program berbeda yang mempromosikan kerja dengan jumlah yang sama 
perempuan dan laki-laki. 
3. Genneral or Mainstream Expenditures.  
Belanja umum yang mainstream. adalah alokasi yang tidak mencakup dua 
kategori, focus analisis ini terletak pada perbedaan dampak dari sektor alokasi 
pada perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki. Meskipun 
demikian analisis tersebut memiliki tantangan karena kurangnya data terpilah 
gender di banyak instansi, pengeluaran ini juga paling penting karena lebih dari 
99 % belanja pemerintah selalu gagal. 
Menurut Dina (2015) salah satu contoh analisis khusus yang  didasarkan pada 
isu tertentu adalah analisis responsif gender. Ada dua  pendekatan untuk menilai 
apakah anggaran  daerah dan nasional sudah responsif  gender atau belum.  
1. Pendekatan artifisial, maksudnya  anggaran ini untuk menilai seberapa besar  
alokasi yang digunakan untuk  melaksanakan program-program  
pemberdayaan perempuan atau pro poor  misalnya pendidikan gratis,bantuan 
usaha  bagi UKM perempuan. 
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2. Pendekatan substansial, yakni  mengetahui sampai sejauhmana anggaran  
melakukan intervensi dalam bentuk  program/kegiatan untuk menyelesaikan  
faktor-faktor kemiskinan di daerah.  Analisis ini juga diperdalam dengan  
melihat apakah APBD mendorong ke arah  pengurangan gender gap atau tidak.  
Misalnya, apakah program atau kegiatan  telah memberikan akses dan manfaat  
yang sama antara laki-laki dan perempuan. 
Tabel 2. 3 
Analisis Penganggaran Responsif Gender 
 
Proses 
Penganggaran 
Aspek-aspek yang dimonitor dan dievaluasi 
Tahap Penyusunan 
Anggaran 
1. Bagaimana tingkat keterlibatan perempuan 
dan laki-laki di setiap tingkatan Musrenbang;  
2. Bagaimana peran laki-laki dan perempuan 
(keaktifan, jumlah usulan program, masalah 
yang dihadapi) 
3. Bagaimana bentuk program yang dihasilkan 
(kebutuhan, masalah yang dihadapi, 
keberpihakan pada yang termarjinalisasi); 
4. Bagaimana tingkat keterbukaan dan 
keterjangkauan informasi bagi perempuan dan 
laki-laki 
  
Tahap Pembahasan 
Anggaran 
 
1. Bagaimana keterwakilan laki-laki dan 
perempuan dari setiap elemen-elemen 
masyarakat;  
2. Bagaimana peran elemen masyarakat baik 
laki-laki maupun perempuan;  
3. Bagaimana program yang dihasilkan untuk 
masyarakat;  
4. Bagaimana keterbukaan proses pembahasan 
(Ada akses, pengumumanjadwal dan hasil 
pembahasan). 
Tahap Pelaksanaan 
Anggaran 
1. Bagaimana keterlibatan masyarakat laki-laki 
dan perempuan dalam pelaksanaan tender 
proyek;  
2.  Bagaimana keterbukaan pelaksanaan tender;  
 Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 2.3 
Proses 
Penganggaran 
Aspek-aspek yang dimonitor dan dievaluasi 
 3. Bagaimana keterlibatan laki-laki dan 
perempuan dalam proyek pembangunan;  
4. Bagaimana dampak dilaksanakannya proyek-
proyek pembangunan bagi laki-laki dan 
perempuan. 
Tahap Pengawasan 
dan Evaluasi 
Anggaran 
1. Bagaimana keterlibatan laki-laki dan 
perempuan dalam pengawasan dan evaluasi;  
2. Bagaimana efektifitas dan efisiensi 
pelaksanaan proyek. 
Sumber Data : Dewi, 2010 
 
2.4. Kendala-kendala Implementasi Anggaran Responsif Gender 
Keberhasilan dari implementasi juga tergantung pada formulasi kebijakan 
tersebut. Menurut Putra (2003: 80), formulasi kebijakan makro yang ditetapkan 
dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan 
implementasi akan dipengaruhi oleh kebijakan mikro yaitu pelaksana kebijakan dan 
kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan. 
Menurut Hastuti (2010) Dalam model kebijakan anggaran responsif gender maka 
terdapat faktor dalam implementasi yang perlu diperhatikan :  
1. ketetapan kebijakan 
2. pelaksana kebijakan 
3. lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan 
Menurut Topatimasang, (2001: 41) Anggaran responsif gender merupakan 
suatu bentuk advokasi untuk merubah dan memperbaiki sebuah kebijakan publik. 
Maka, menjadi penting untuk memahami apa sesungguhnya kebijakan publik 
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tersebut. Salah satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu 
kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem 
hukum (system of law) yang terdiri dari tiga aspek hukum yaitu isi hukum (content 
of law), tata laksana hukum (structure of law), dan budaya hukum (culture of law). 
Ketiga aspek hukum tersebut memiliki saling keterkaitan antara satu dengan yang 
lain.  
Karena itu, idealnya suatu kegiatan dilaksanakan juga mencakup sasaran 
perubahan diketiganya. Karena dalam kenyataannya, perubahan yang terjadi pada 
salah satu aspek saja, tidak serta merta membawa perubahan pada aspek lainnya. 
   
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu dan tempat penelitian ini pada Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  (DPKB 
PPP) Karang Duwo, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Jawa Tengah 57211. Waktu 
penelitian dilaksanakan pada bulan Mei – selesai. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian kualitatif 
bersifat deskriptif bukan angka. Sehingga tujuan dari penelitian kualitatif adalah 
ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan 
tuntas. Oleh karena itu pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan 
mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku menggunakan 
metode deskriptif (Moleong, 2004:131). Metode deskriptif adalah pencarian fakta 
dan intrepretasi yang tepat (Nazir, 2003:13). 
 
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel. 
Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Sragen. Teknik penelitian menggunakan  teknik pengambilan sampel sumber data 
dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 
apa yang diharapkan peneliti atau penguasa yang mengerti objek/situasi sosial yang 
diteliti ( Sugiyono, 2010: 392). Teknik purposive sampling teknik ini dipilih karena 
dalam menentukan sampel sumber data harus berdasarkan pertimbangan, peneliti 
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mempertimbangankan informan-informan yang dipilih menguasai dan paham  
mengetahui informasi dan maksud data  tentang Anggaran responsif gender 
Kabupaten  Sragen yaitu Tim Teknis Daerah Kelompok Kerja Gender (POKJA) 
Kabupaten Sragen. 
 Bappeda Litbang yaitu Ibu Dwi Utami Kepala Bidang Renval dan Neni dan 
Neni Kurnia sebagai Kasie. Sosial Budaya, Ibu Tiwi Hanimpuni sebagai Kasie. 
PUG Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan  Perlindungan Anak  (DPKB PPPA) dan Ekowati Yuli Kasubag Badan 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Sedangkan Sumber data menurut Arikunto terdiri dari:  
1. Data Primer dimana data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucakan 
secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang 
dapat dipercaya, jadi dalam hal ini subyek penelitian (informan) yang 
berkenan dengan varibel yang diteliti. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis 
(tabel, catatan, notulen rapat dan lain-lain, foto, rekaman vidio, benda-benda 
dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.  Data sekunder dalam 
penelitian ini yaitu, APBD Kota Sragen, Anggaran Kerja DPKB PPP, dan 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PPRG. 
Dari dua macam sumber data diatas, peneliti menggunakan data primer dan 
data sekunder.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan ini data yang digunakan serta informasi-informasi yang 
diperoleh atau dikumpulkan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 
1. Wawancara  
merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara dapat dilakukan 
tidak hanya antara satu pewawancara dengan satu responden tetapi bisa dengan 
melibatkan kelompok yang lebih besar dalam waktu bersamaan. 
2. Observasi  
Merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan 
gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan. Observasi merupakan 
metode pengumpulan data primer mengenai perilaku manusia serta berbagai 
fenomena bisnis tanpa mengajukan pertanyaan atau interaksi dengan individu-
individu yang diteliti. Penulis dalam penelitian ini Dalam penelitian ini penulis 
akan melakukan pengamatan langsung terhadap objek terutama di bagian 
akuntansi dan bagian yang berhubungan langsung dengan penelitian. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi, dimana penulis melakukan pengumpulan data-data sekunder dari 
berbagai sumber dimana peneliti akan menggunakan teknik untuk mengolah 
data atau informasi dalam mennyelesaikan masalah penelitian. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
3.6.1  Uji Validitas Data 
Dalam menguji Validitas data dalam penelitian. Peneliti menggunakan 
teknik trianggulasi, menurut Moloeng (2007: 330), triangulasi adalah teknik 
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pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data 
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 
triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 
lainnya.  
Denzin dalam Moloeng (2007: 330) membedakan empat macam triangulasi 
sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 
penyidik, dan teori. Macam-macam triangulasi data sendiri menurut Denzin dalam 
Moleong (yaitu ada empat macam dalam membedakan triangulasi sebagai teknik 
pemeriksaan dan memanfaatkan penggunaan. 
1. Triangulasi Sumber (data)  
Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 
informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.  
2. Triangulasi Metode  
Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
3. Triangulasi penyidikan  
Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk 
keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya 
membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.  
4. Triangulasi Teori  
Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa 
derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapatdilakukan, 
dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.  
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Dari empat macam teknik triangulasi diatas, peneliti menggunakan teknik 
triangulasi sumber (data) untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan 
masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti. 
3.6.2 Analisis Data 
Analisis data menurut Bogdan dan  Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 
2012:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 
dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada 
orang lain. Proses Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi 
dan dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. 
Menurut Sugiyono (2010: 431-438) Analisis data di lapangan menggunakan 
model Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 
secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, 
verifikasi secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:  
1. Reduksi Data  
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 
selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan 
adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkal 
tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan 
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penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama 
pengumpulan data berlangsung, terjadilan tahapan reduksi selanjutnya (membuat 
ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, 
membuat memo). Reduksi data transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian 
lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.  
2. Penyajian Data  
Pembatasan penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka 
meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang 
utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, 
grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi 
yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian 
seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan 
apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan 
analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang 
mungkin berguna 
3. Menarik Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 
yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 
berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas 
dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada 
catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan 
tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk 
47 
 
 
mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk 
menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Kesimpulan 
akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi 
perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 
   
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian  
4.1.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPKB PPPA) Kabupaten Sragen. Pemilihan  lokasi penelitian 
dikarenakan Dinas DPKB PPPA memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas 
hidup dan peran perempuan Menghapus segala bentuk kekerasan, trafficking, 
eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya terhadap perempuan dan anak, dan sebagai 
SKPD percontohan dalam penganggaran responsif gender Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini  dilakukan pada bulan Mei 2018-November 2018.  
Disini peneliti melakukan penelitian atau pengamatan turun langsung ke 
lapangan untuk memperoleh data terkait dengan penelitian. Sehingga peneliti 
mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian dengan teknik wawancara 
serta dari dokumen-dokumen yang ada di di Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKB 
PPPA) Kabupaten Sragen.  
Adapun sebagai informan disini yaitu Bappeda Litbang yaitu Ibu Dwi Utami 
Kepala Bidang Renval dan Neni dan Neni Kurnia sebagai Kasie. Sosial Budaya, 
Ibu Tiwi Hanimpuni sebagai Kasie. PUG Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 
Berencana Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak  (DPKB PPPA) dan 
Ekowati Yuli Kasubag Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
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Kabupaten Sragen. Untuk menguji validitas data yang telah di dapatkan digunakan 
triangulasi sumber.  
Triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 
mencari data dari kendala dan implementasi yang berkaitan dengan anggaran 
responsif gender. Apakah sesuai dari hasil wawancara dengan dokumen-dokumen 
yang ada. 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti memperoleh data 
penjabaran APBD Dinas PKB PPPA dari data tersebut peneliti mengklasifikasikan 
anggaran yang responsif dan netral gender melalui program dan alokasi kegiatan 
yang telah direncanakan. Selain itu peneliti memperoleh informasi mengenai 
kendala-kendala terkait dari implementasi anggaran responsif gender yang menjadi 
kendala struktural dan birokratis terkait dari komitmen pemerintah daerah terhadap 
anggaran yang berkeadilan gender. 
4.1.2. Struktur Organisasi 
Gambar 4. 1 
Struktur Tim Driver Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sragen 
 
  
Sumber : SK Pokja PUG Kabupaten Sragen 2017 
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4.2. Analisis Data dan Pembahasan 
4.2.1. Implementasi Anggaran Responsif Gender Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPKB PPPA) Tahun 2018 
Di Indonesia, inisiatif ARG mulai dikembangkan tahun 2000 yang 
dilakukan oleh kalangan NGO (Non Government Organization). Konsep dan model 
yang diterapkan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Rhonda Sharp dan 
Debbie Budlender, bahwa: Anggaran responsive gender bukanlah anggaran yang 
terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan 
isu gender kedalam proses penganggaran, dan menerjemahkan komitmen (Dina, 
2015) 
Dinas PKB PPPA sebagai OPD percontohan yang memberikan pelatihan 
dan sosialisasi mengenai proses Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 
pada seluruh OPD Kabupaten Sragen.  
Kadang GAP kadang PROBA, ini pakai model, semua bisa tinggal 
disesuaikan dengan kemampuan dan lebih banyak pelatihan, proba 
lebih mudah, diuraikan disitu. Fokal poin, sejak di terbitkannya Inpres 
No 9 Tahun 2000, pada 2008 dibuat SK Fokal Poin masing-masing 
SKPD, setiap OPD untuk mengubah SK, memberikan arahan dan 
informasi tentang bagaimana rencana kerja responsif gender, salah 
satu jenis kelamin yang tertinggal dengan data yang ada, tapi 
realitasnya masing-masing OPD belum tau dibuat atau tidak, tapi 
kami sudah ada SK saat itu, PUG juga sudah ada sesuai petunjuk 
(Wawancara dengan Ibu Tiwi Kasie Pemberdayaan Perempuan dan 
Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sragen, 10 Oktober 2018, 10:11 
WIB) 
 
Dinas PKB PPPA menggunakan teknis analisis gender yaitu model PROBA 
yaitu Menggunakan PROBA (Problem Based Approach) atau model pendekatan 
berbasis masalah, Model GAP (Gender Analysis Pathway) alat analisis gender yang 
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dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan gender dari 4 aspek : akses, peran, 
kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki, selain itu juga model SWOT 
(Strength, Weakness, Opportunity and Threat). 
Menurut Ibu Tiwi Sebagai Kasie. Pengarusutamaan Gender Dinas 
PKBPPPA Kabupaten Sragen, Anggaran responsif gender adalah anggaran yang 
digunakan tidak hanya untuk perempuan saja, tidak hanya untuk PKK, 
pemberdayaan perempuan, tetapi untuk anak, disabilitas, kemiskinan dan laki-laki. 
Dilihat dari yang berbasis gender dan kelompok tertinggal. 
Tidak hanya anggaran yang digunakan untuk perempuan saja, tapi 
untuk yang bersifat pemberdaayaan perempuan, kualitas hidup, anak 
kemiskinan, disabilitas, kemiskinan HIV AIDS dan Kesehatan. 
Dilihat dari mana yang tertinggal (Wawancara dengan Ibu Tiwi Kasie 
Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Kabupaten 
Sragen, 10 Oktober 2018, 10:20 WIB) 
 
Dalam alokasi anggaran dapat diketahui komitmen pemerintah Kabupaten 
Sragen dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan 
kelompok rentan melalui anggaran responsif gender sehingga mampu memberikan 
manfaat pembangunan yang tepat guna. 
Data pilah gender digunakan sebagai data pembuka wawasan dalam 
melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Data Gender 
adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi  antara laki-
laki dan perempuan. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin  dan 
status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang 
meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan 
pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan 
(Kemenpppa, 2009: 4) 
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Tabel 4. 1 
Data Pekerjaan Pilah Gender 
     
No        Keterangan Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Perangkat Desa 1.507 188 189.507 
2 Anggota DPRD 28 2 30 
3 Guru 1.816 3.428 5.244 
4 Karyawan Swasta 48.388 41.915 90.303 
5 Petani/Pekebun 81.298 98.453 179.751 
6 Pelajar/Mahasiswa 75.892 69.28 145.172 
7 Mengurus rumah tangga 48 39.561 87.561 
8 PNS 7.973 5.718 13.691 
9 belum/tidak bekerja 97.665 93.341 191.006 
10 lain-lain  101.094 51.913 153.007 
  Jumlah  491.633 489.783 981.416 
  Sumber : Dukcapil Sragen, 2018 
Tabel 4. 2 
Data Usia Pilah Gender 
No Umur 
Laki-
laki Perempuan Jumlah 
1 0-4 32.546 30.495 63.041 
2 5 - 9th 38.328 35.968 74.296 
3 10-14th 38.386 36.014 74.4 
4 15-19 37.815 36.39 74.205 
5 20-24 37.235 35.393 72.628 
6 25-29 35.555 34.361 69.916 
7 30-34 40.337 40.113 80.45 
8 35-39 42.933 42.2 85.133 
9 40-44 36.119 35.941 72.06 
10 
44 tahun 
keatas 
152.379 162.908 315.287 
                 Sumber : Dukcapil Sragen, 2018 
Pada tabel 4.2 dan 4.3 merupakan data pilah yang dapat digunakan sebagai 
data pembuka wawasan dalam proses penganggaran yang responsif gender 
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sehingga mampu memberikan alokasi dan komitmen keadilan bagi kelompok 
gender yang rentan dan tertinggal. 
Tabel 4. 3 
Data Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan 
Angka Partisipasi Murni (APM) 2015 
 
Uraian 
Jenis Kelamin Laki-laki + 
Perempuan 
L P 
-1 -2 -3 -4 
APK     
  - SD/sederajat 107,32 109,06 108,17 
  - 
SMP/sederajat 
86,85 95,07 90,84 
  - 
SMU/sederajat 
97,98 78,84 88,55 
APS     
  - usia 7-12 99,48 97,73 98,62 
  - usia 13-15 95,70 100,00 97,79 
  - usia 16-18 75,03 71,24 73,17 
APM     
  - SD /sederajat 93,53 96,49 94,99 
  - 
SMP/sederajat 
71,85 89,58 80,46 
  - 
SMU/sederajat 
72,30 64,38 68,40 
  Sumber : IPM Sragen, 2016: 72 
Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah antara 
perempuan dan laki-laki tidak menunjukkan angka yang setara. Perempuan 
cenderung tidak melanjutkkan pendidikan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal 
ini menimbulkan kesenjangan yang dapat mempengaruhi kesempatan perempuan 
dalam mendapatkan pendidikan tinggi. kultur dan stereotipe masyarakat terhadap 
perempuan memberikan andil dalam proses permarjinalan perempuan dalam 
pendidikan, maka dengan data pilah tersebut dapat menjadikan sebuah program 
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dalam peningkatan serta pemberdayaan bagi perempuan untuk membantu mereka 
mendapatkan akses yang layak dan setara. 
Tabel 4. 4 
Data Indeks Pembangunan Gender Sragen 
Provins
i/Kabup
aten/Ko
ta 
Angka 
Harapan 
Hidup 
(tahun) 
Harapan 
Lama 
sekolah 
(tahun) 
Rata-rata 
lama sekolah 
(tahun) 
Pendpatan 
perkapita 
disesuaika
n 
IPM 
L P L P L P L P L P 
Sragen 
73,4
0  
77,3
1 
 
11,9
0 
12,4
7 7,74   6,05 
15.
42 
10.5
51 
 
75,
00 
69,
22 
                      
Sumber : Kemenpppa, 2016: 139 
Pada Tabel 4.5 adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dapat 
digunakan untuk mengukur kualitas hidup kelompok gender tertinggal, sehingga 
mampu memberikan perancangan program yang sesuai dengan kondisi pilah yang 
terjadi, maka wujud implementasinya adalah melalui anggaran dan kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah dan otoritas otonom. 
Undang-undang Keuangan Negara Tahun 2002 menjelaskan bahwa 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan 
salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan 
pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD 
tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-
sumbe kekayaan daerah (Khaerah dan Mutiarin, 2016) 
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Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok 
belanja terdiri dari dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 memperoleh 
alokasi anggaran APBD sebesar Rp16.316.744.000,00 anggaran tersebut kemudian 
dibagi berdasarkan kelompoknya yaitu belanja langsung dan belanja tidak 
langsung.  
Dalam hal ini, mengetahui sejauh mana implementasi anggaran responsif 
gender pada suatu daerah,  dapat diukur dari alokasi anggaran belanja langsung 
yang sudah mencakup 3 kategori anggaran responsif gender, yaitu anggaran 
spesifik, afirmatif dan mainstream gender.  
Gambar 4. 2 
Anggaran Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 
 
 
Sumber : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sragen 2018 
Rp9.378.585.
000,00
Rp6.938.159.
000, 00
Anggaran Belanja Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak  Kabupaten Sragen 
Tahun 2018
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Langsung
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Belanja langsung dan belanja tidak langsung yang disajikan pada grafik 
anggaran Dinas PKBPPPA pada Tahun 2018 persentasi belanja tidak langsung 
sebesar 57% atau sebanyak Rp9.378.585.000,00 persentasi belanja langsung 
sebesar 43% atau sebanyak Rp6.938.159.000,00 
Belanja langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran honorarium/ 
upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah; belanja barang 
dan jasa; dan belanja modal. Belanja langsung ini diperuntukkan untuk membantu 
Dinas PKBPPPA dalam mencapai rencana strategisnya, yaitu 10 program dengan 
37 rincian kegiatan. Sedangkan Belanja tidak langsung pada Dinas PKBPPPA 
Tahun 2018, diperuntukkan untuk membiayai belanja pegawai, yaitu gaji pokok 
PNS/uang representasi. 
Selain itu tunjangan-tunjangan seperti tunjangan keluarga, jabatan, 
fungsional, umum, beras, PPh/Tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran asuransi 
kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian. 
Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dianalisis yaitu anggaran 
belanja publik tahun 2018, dengan total anggaran Rp9.378.585.000,00 
menganalisis apakah anggaran belanja langsung tersebut sudah mengintegrasikan 
dan mengimplementasikan isu gender kedalam alokasi anggaran belanja. 
Anggaran responsif gender adalah konsep anggaran yang merespon 
kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dan memerikan manfaat 
yang setara bagi keduanya. Maka untuk menilai anggaran belanja derajat 
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keresponsifan belanja suatu daerah dapat dinilai menggunakan konsep Budlender 
(2002: 53-54) yaitu disebutkan  tiga kategori untuk menilai anggaran responsif 
gender melalui belanja pemerintah, sebagai berikut: 
1. Gender specific expenditures 
2. Expenditure that promote gender equity within the public services (Afirmatif) 
3. Genneral or mainstream expenditures. 
Hasil pengkategorian alokasi anggaran responsif gender dalam anggaran  Dinas 
PKB PPPA  tahun 2018, yang didapatkan dari data primer yaitu penjabaran ABPD 
Kabupaten Sragen yang mencakup kegiatan dan program anggaran. komitmen 
terhadap keadilan gender dapat dilihat dari cerminan anggaran yang setara dalam 
merespon isu gender dengan anggaran pembangunan netral. Secara jelas 
pengkategorian anggaran responsif gender dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4. 5 
Pengkategorian Anggaran Responsif Gender Dinas PKBPPPA Tahun 2018 
Kategori 
Anggaran 
Responsif gender 
Program Jumlah Anggaran 
Presentase 
dari 
anggaran 
belanja 
langsung 
Spesifik gender 2 program Rp34.000000,00 0,49% 
Kesetaraan 
gender/Afirmatif  
3 program 10 
kegiatan  Rp218.500.000,00  3,15 $ 
Mainstream 
gender 1 program  Rp275.000.000,00 3, 96 % 
Netral gender 
3 Program 19 
kegiatan Rp6.410.659.000,00  92,20 % 
Sumber : Penjabaran ABPD Kabupaten Sragen 2018 
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Data disajikan dalam bentuk, presentasi kategori anggaran responsif gender 
dalam bentuk grafik. 
Gambar 4. 3 
Presentase Total Anggaran Responsif Gender Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun 2018 
 
 
Sumber : Data diolah penulis dari penjabaran APBD Kabupaten Sragen 2018 
1. Gender Specific Expenditures ( Anggaran Spesifik Gender) 
Anggaran spesifik gender adalah anggaran khusus bagi perempuan dan  
laki-laki. Anggaran ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berbeda 
dari perempuan dan laki-laki, karena kebutuhan keduanya memiliki prioritas 
kebutuhan yang tidak sama ( Nurhaeni, 2013: 18) 
Anggaran spesifik gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mencapai 0, 
49 % dari belanja langsung, angka ini sangat minim dengan biaya anggaran yang 
0,49% 
3,15% 
3,96% 
92,40% 
Alokasi anggaran
spesifik gender
Alokasi anggaran
afirmatif gender
Alokasi anggaran
mainstream
gender
Anggaran netral
gender
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hanya sekitar Rp34.000.000,00 untuk dua program spesifik yaitu, program 
reproduksi kesehatan remaja sebesar Rp15.000.000,00 dan  Program peningkatan 
kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebesar Rp19.000.000,00 
Program peningkatan kualitas hidup perempuan merupakan strategi  untuk 
meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang terdiri dari tiga komponen 
yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan 
(AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Indeks tersebut 
menunjukkan nilai atau kualitas hidup perempuan yang dapat dicapai. 
Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 
Perempuan hanya 6,05 lebih rendah, sedangkan  pendapatan perkapita perempuan 
hanya mencapai 10.551. IPM perempuan lebih rendah daripada laki-laki yang 
hanya sekitar 69,22 dibandingkan laki-laki dengan angka 75,00, maka program-
program peningkatan kualitas hidup bagi perempuan harus lebih ditingkatkan 
anggarannya, dengan mengalokasikan anggaran netral gender pada pos-pos yang 
lebih responsif. 
Anggaran spesifik masih cenderung dominan untuk perempuan dan anak. 
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak tidak memberikan alokasi anggaran khusus untuk kebutuhan 
spesifik bagi laki-laki. KB menyerap sangat besar anggaran pada Dinas PKBPP 
akan tetapi tidak ada anggaran khusus  KB  bagi laki-laki. Padahal program KB 
laki-laki adalah isu jender yang dapat dimasukkan sebagai pertimbangan strategis 
untuk mengurangi beban ganda perempuan.  
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Menurut Ibu Tiwi Kasi. Pengarusutamaan Gender, Program Keluarga 
Berencana diberlakukan untuk perempuan dan laki-laki namun tidak menggunakan 
data pilah dalam menanggapi urgenitas ketimpangan penggunaan KB yang lebih 
dominan perempuan. Sehingga sosialisasi bagi KB laki-laki sebagai hiden program 
dan tidak tercatat dalam anggaran riil. 
Partisipasi KB memang terjadi kesenjangan antara laki-laki dan 
perempuan akan tetapi kita hanya mensosialisasikan saja tidak tercantum 
rill dalam anggaran kerja (Wawancara dengan Ibu Tiwi Kasie 
Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Kabupaten 
Sragen, 10 Oktober 2018, 10:20 WIB) 
 
Dinas PKB PPPA sebagai tim teknis utama belum maksimal dalam 
mengelompokkan anggaran pada alokasi spesifik gender 
Sebenarnya bagus kalau ada data spesifik, afirmatifnya tapi kita hanya 
PPRG hanya beberpa kegiatan saja, kita tidak detail dalam memilah 
secara spesifik (Wawancara dengan Ibu Tiwi Kasie Pemberdayaan 
Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sragen, 10 
Oktober 2018, 10:20 WIB) 
  
Data rekap anggaran responsif gender Kabupaten Sragen Tahun 2018 dari 
Dinas PKBPPPA yang terdiri dari  27 Organisasi Perangkat Daerah yang masing-
masing menyumbangkan satu atau lebih kegiatan yang dianggap sebagai anggaran 
responsif gender, akan tetapi hanya 7 kegiatan dari 76 kegiatan yang termasuk 
kategori spesifik gender.  
Beberapa contoh anggaran yang spesifik gender yang diperlukan untuk 
mendukung pemberdayaan Beberapa contoh  alokasi anggaran khusus target gender 
antara lain: Contoh program atau kegiatan untuk alokasi anggaran khusus target 
gender antara lain: fasilitas untuk pembalut bagi wanita ditempat umum, pil nyeri 
61 
 
 
haid ditempat kerja, bantuan modal bagi perempuan difabel, anggaran KB bagi laki-
laki dan klinik KB laki-laki, Bimtek kewirausahaan bagi difabel, sosialisasi 
pencegahan perdagangan orang, kebijakan pembukuan lapangan kerja untuk 
perempuan  dan program konseling untuk laki-laki pelaku tindak kekerasan. 
Anggaran spesifik anak harus diperhatikan seperti sosialiasi kekerasan pada anak 
atau pelecehan anak, layanan telepon anak dan program lembaga krisis center bagi 
anak korban kekerasan. 
2. Expenditure That Promote Gender Equity Within The Public Services 
(Anggaran Afirmatif ) 
Anggaran untuk meningkatkan kesempatan kerja setara adalah  pengeluaran 
yang mempromosikan kesetaraan gender dalam pelayanan publik. Ini adalah 
alokasi untuk kesempatan kerja sama. Seperti  program meningkatkan kesetaraan 
perwakilan dari perempuan di manajemen dan pembuat kebijakan di semua sektor 
pekerjaan, serta kesamaan upah dan pelayanan. Dan Mengurangi kesenjangan 
Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks  Pembangunan Gender adalah bentuk 
program berbeda yang mempromosikan kerja dengan jumlah yang sama perempuan 
dan laki-laki (Budlendder, 2000: 53) 
Menurut Nuraeni (2013: 20) Pemanfaatan anggaran untuk penyelenggaraan 
program-program pembangunan di berbagai bidang seringkali masih menyisakan 
adanya kesenjangan gender.  Anggaran kesetaraan gender (atau anggaran untuk 
pengeluaran secara umum), merupakan alokasi anggaran untuk mengatasi masalah 
kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Anggaran kesetaraan  
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gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mencapai 3,13 % dari belanja langsung, 
angka ini sangat minim dengan biaya anggaran yang hanya sekitar 
Rp218.500.000,00  untuk 3 program dengan 10 pos kegiatan. 
Kegiatan dan program yang termasuk anggaran kesetaraan gender dengan 
kesempatan kerja yang  sama adalah; Program pembinaan peran serta masyarakat 
dalam pelayanan KB yang mandiri didalamnya ada 3 kegiatan,  Program penyiapan 
tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dengan 1 kegiatan, 
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, 
dengan satu kegiatan. dukungan program kependudukan, pelayanan KIE pelayanan 
konseling KB merupakan pecahan dari program KB. Dan tidak semua program KB 
responsif gender.  
Program peningkatan peran serta  dan kesetaraan gender dalam 
pembangunan adalah bentuk untuk mengurangi kesenjangan antara Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), pada tabel 
4.5 IPM  laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, 75,00 dibandingkan 69,22  
sedangkan IPM tahun 2015 adalah sebesar 71,10, peran perempuan di Kabupaten 
Sragen dalam pembangunan tergolong rendah dan belum mencapai rata-rata IPM 
Sragen. 
Dalam kegiatan Dinas PKB PPPA memberikan upaya kesetaraan  
partisipasi dalam setiap programnya. Program Keluarga Berencana yang menyerap 
anggaran terbesar memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk 
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bersama-sama dalam mendukung program pengendalian penduduk. Selain itu 
untuk program bina keluarga  di Kecamatan adalah upaya melibatkan masyarakat 
kedalam program kegiatan.  
Data rekap anggaran responsif gender Kabupaten Sragen Tahun 2018 dari 
Dinas PKBPPPA sebanyak  64 termasuk kategori anggaran afirmatif atau anggaran 
yang memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi  laki-laki dan 
perempuan. Menurut Ibu Yuli bahwa ARG secara global masih dipahami sebatas 
anggaran kesempatan dan partisipasi masyarakat dalam program OPD saja tanpa 
belum mampu memilah secara spesifik dampak kegiatan. sehingga orientasi 
kegiatan tidak seluruhnya memihak kelompok rentan. 
kita ini netral, penganggaran masing-masing dinas memang tidak bisa, 
contoh bulan panutan PBB, kaya kita memberi reward pada wajib pajak 
kita bisa melihat, cuma dari sisi sosialisasi (Wawancara dengan Ibu 
Yuli Sekretrais BPKAD Kabupaten Sragen, 10 Oktober 2018, 11:30 
WIB) 
 
Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara anggaran spesifik dan anggaran 
afimatif, selain Dinas PKB PPPA yang mengalokasikan 10 program bagi anggaran 
afirmatif akan tetapi ada beberapa program yang belum diakomodir seperti 
pelatihan politik perempuan, meningkatkan kesetaraan perempuan ditingkat 
manajer, atau program yang mempromosikan jumlah kerja yang sama antara 
perempuan dan laki-laki.  
Beberapa contoh anggaran yang afirmatif/kesetaraan gender yang 
diperlukan untuk mendukung pemberdayaan perempuan, anak dan laki-laki : 
anggaran bagi rumah tangga miskin, pelatihan tenaga kerja migran, anggaran 
penyusunan pedoman integrasi gender di sektor tertentu, anggaran peningkatan 
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kualitas dan produktivitas tenaga kerja bagi perempuan, pelatihan pendidikan dan 
kepemimpinan perempuan.  
Sedangkan program yang dapat diwujudkan dari anggaran responsif 
tersebut seperti; Beasiswa pendidikan bagi rumah tangga miskin, perempuan 
(partisipasi perempuan ke jenjang pendidikan tinggi cenderung rendah ) dan 
difabel, program kualitas dan produktivitas tenaga kerja bagi perempuan, 
program/kegiatan pelatihan pendidikan dan kepemimpinan perempuan dan 
Program cuci bagi laki-laki yang istrinya melahirkan   
3. Genneral Or Mainstream Expenditures (Anggaran Mainstrem gender) 
Belanja umum yang mainstream. adalah alokasi yang tidak mencakup 
anggaran afirmatif gender dan spesifik gender, fokus analisis ini terletak pada 
perbedaan dampak dari sektor alokasi pada perempuan dan laki-laki, anak 
perempuan dan laki-laki Budlender (2002: 53). Anggaran mainstream gender 
adalah berfungsi sebagai anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah untuk 
meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDM) atau Gender Empowerment 
Measure (GEM) serta memperkuat prasyarat kunci PUG (Nurhaeni, 2013: 19)  
Anggaran mainstream   gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mencapai 
3,96% dari belanja langsung, angka ini sangat minim dengan biaya anggaran yang 
hanya sekitar Rp275.000,000,00  untuk program pelaksanaan pengarusutamaan 
gender. PUG sangat ditentukan oleh kelembagaan PUG, baik berupa Kelompok 
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Kerja (POKJA) Gender maupun Gender Focal Point (GFP). Hal mendasar yang 
harus diperhitungkan agar PUG benar-benar terimplementasikan dengan baik.  
Anggaran mainstream dilakukan untuk penguatan PUG pada setiap lembaga 
dalam menangani isu gender. Salah satu anggaran yang digunakan adalah untuk 
menangani program kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten 
Sragen, yang tiap tahun terjadi peningkatan kasus. Melalui pengembangan P2PT2 
(Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya 
melakukan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi untuk 
meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak seerta melakukan 
penanganan korban kekerasan. Salah satu upaya internal penanganan untuk korban 
kasus-kasus KDRT, paedofil trafficking, penelantaran anak, Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen telah menyokong 
pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan 
Anak) Di lembaga ini ditempatkan petugas dari berbagai bidang yang dibutuhkan 
untuk menangani para korban. 
Selain itu diperlukan instrumen yang mendukung rahabilitasi dan 
pemulihan hak korban sebagai penyintas tindak kekerasan. P2TP2A (Pusat 
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) harus menjadi media yang 
aman dalam memberikan konsultasi bagi korban, selain itu tim penanganan harus 
dibentuk untuk memberikan solusi bagi keadilan korban. Selama ini women crisis 
center hanya masif pada LSM, sementara Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan 
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belum menunjukkan signifikansi yang lebih dibandingkan LSM yang selama ini 
menangani korban, bahkan sampai pada proses hukum. 
Angka kekerasan perempuan pada tahun 2017 mengalami peningkatan  jumlah 
kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasus KTP 
2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya sebesar 259.150.  
Pada tahun 2017 Sebanyak 17 anak di Kabupaten Sragen dilaporkan mẹnjadi 
korban kekerasan seksual sepanjang bulan Januari hingga Juni 2017. Kasus KDRT 
pada tahun 2017 sebanyak 22 kasus, perkosaan 1 kasus, pencabulan 6 kasus, 
penganiayaan 4 kasus, pornografi 1 kasus, maka total jumlahnya adalah 34 kasus. 
Hal ini meningkatkan  pada tahun 2018 sebanyak 36 kasus kDRT , 12 kasus 
pencabulan. Maka, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak perlu merespon 
upaya Komnas Ham dalam mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 
sebagai legimitasi hukum yang jelas dalam penanganan kasus hukum. 
Sebagai Tim Driver Kelompok Kerja Gender Dinas PKBPPPA menyadari 
akan pentingnya alokasi dana dalam mendukung penguatan pelembagaan 
pengarusutamaan gender Dinas PKBPPPA maka dianggaran untuk program 
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 
pengembangan pusat pelayaan terpadu pemberdayaan perempuan yaitu; 
pengembangan P2PT2, pemetaan potensi organisasi lembaga masyarakat yang 
berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan lembaga PUG dan 
anak peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak  
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Pemberdayaan lembaga berbasis gender pembentukaan desa ramah anak 
adalah termasuk dari upaya untuk PUG untuk memberikan akses, kesempatan dan 
kontrol bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas diri. Desa ramah anak 
adalah upaya dalam merespon untuk memberikan ruang yang aman bagi anak-anak 
dalam tumbuh dan berkembang, memberikan proteksi dan perlindungan bagi anak 
dari predator kekerasan seksual dan eksploitasi anak. Bupati Sragen dalam program 
Kota Layak Anak (KLA) mengajak pemerintah menyediakan akses dan fasilitas 
bagi anak yang nyaman dan aman. 
Anggaran daerah Kabupaten Sragen untuk kelembagaan PUG sangat minim 
hanya sekitar Rp1.344.603.000,00 hal ini seharusnya setiap SKPD harus memiliki 
anggaran kelembagaan PUG untuk mendukung proses PUG dan peningkatan SDM 
PUG. Sementara ini, anggaran pelembagaan PUG hanya dialokasikan dari Tim 
Driver ARG yaitu Dinas PKBPPPA menyerap 89% dari anggaran PKBPPPA, 
BAPPEDA Litbang hanya menyerap anggaran PUG sekitar 9,7% saja, sedangkan 
BPKAD hanya 0,6 % dari anggaran belanja BPKAD, dan Inspektorat hanya sekitar 
4,9 % dari anggaran Insepktorat. 
Salah satu contoh anggaran pelembagaan pengarusutamaan gender yang 
adalah; anggaran pendidikan politik perempuan, anggaran bimtek Per-UU-an 
terkait gender, perdagangan orang, Anggaran untuk koordinasi PUG, anggaran 
untuk koordinasi PPRG, anggaran untuk mendorong regulasi kesetaraan dan 
keadilan gender (KKG) seperti surat keputusan Bupati tentang uji coba Anggaran 
Responsif Gender, advokasi untuk legitimasi ARG menjadi Peraturan Bupati yang 
memiliki powering kuat, anggaran data pilah dan perangkat analisis gender. 
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4. Anggaran Netral 
Anggaran netral adalah anggaran yang tidak responsif gender yaitu suatu 
anggaran yang tidak memasukkan unsur gender. Hal ini karena tidak semua 
anggaran itu mampu diresponsifkan, seperti anggaran administrasi atau sarana dan 
prasarana yang netral gender.  
Anggaran tidak responsif gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKB PPPA)  
begitu besar yaitu 92,20 % dari belanja langsung, angka ini sangat besar dengan 
biaya anggaran yang  sekitar Rp6.410.659.000,00 untuk 3 program dengan 19 pos 
kegiatan. maka untuk anggaran responsif gender hanya sebesar 7,80 % dari belanja 
langsung. Komitmen keadilan gender yang masih belum maksimal menunjukkan 
bahwa kesadaran akan pentingnya pengarusutamaan belum menjadi prioritas, hal 
ini karena pengetahuan gender dan instrumennya hanya menjadi produk siap jadi. 
Proses perencanaan penganggaran responsif gender memerlukan analisis 
dan instrumen yang tidak mudah sehingga anggaran yang dibuat cenderung apa 
adanya dan aspek netral lebih dominan. Pengetahuan kejenderan adalah 
pengetahuan yang terkesan mewah dan produk baru pemerintah, yang tidak 
berangkat dari epistemologi dan kesadaran masing-masing pihak mengenai 
pentingnya proses keresponsifan yang non-netral demi berpihak pada kaum 
marjinal dan terbelakang dan untuk memberikan mereka anggaran dan akses 
kontrol yang setara karena anggaran netral tidak memberikan manfaat pada mereka. 
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Kabupaten Sragen sudah memiliki peraturan yang mendukung proses PUG 
yang terintegrasi dengan anggaran daerah akan tetapi legitimasi dari anggaran 
tersebut belum memberikan legitimasi yang kuat sehingga nirprioritas hal ini dapat 
dilihat dari instruksi PPRG hanya sebatas pada Peraturan dengan kelas Surat Edaran 
Sekretaris Daerah, hal ini merupakan sebuah upaya akan tetapi perbaikan dan 
peningkatan harus menjadi sebuah tujuan. Hal ini akan berakibat pada rendahnya 
komitmen pemerintah dalam merespon isu gender dalam anggaran daerah bila 
ditataran hukum dan birokratisasi hanya belum diberikan jalan. 
Data rekap anggaran responsif gender Kabupaten Sragen Tahun 2018 dari 
Dinas PKBPPPA, anggaran responsif gender Kabupaten Sragen hanya sebesar  
Rp6.168.577.000,00atau hanya sekitar 0,76 % dari anggaran belanja langsung 
Kabupaten Sragen dengan nominal sebesar Rp815.037.913.699,00 Anggaran 
responsif gender hanya menempati kurang dari satu persen dari 800 miliar anggaran 
yang dibelanjakan, hal ini berarti anggaran yang tidak responsif gender Kabupaten 
Sragen dengan presentase 99,24 % sebesar Rp808.869.336.699 dan tentu respon 
Pemerintah Kabupaten Sragen terhadap anggaran responsif gender tergolong masih 
rendah. 
4.2.2. Kendala Dalam Penerapan Anggaran Responsif Gender Dalam 
Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKB PPPA) 
Tahun 2018 
1. Kendala Kebijakan 
a. Kekuatan Hukum 
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Kebijakan adalah instrumen  yang mengikat dan tertulis yang 
dijadikan pedoman untuk melakukan suatu aktivitas birokrasi akan tetapi 
kendala kebijakan  menjadi dasar hukum resmi yang mempengaruhi 
ketidakberhasilan implementasi suatu kebijakan. Inpres Nomor 9 Tahun 
2000 tidak kuat. Hal ini berdampak implementasi anggaran responsif gender 
Kabupaten Sragen. 
Dasar hukum penerapan anggaran responsif gender di Kabupaten 
Sragen sudah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Umum Pengarusutamaan Umum Pengarusutamaan Gender di 
Kabupaten Sragen dan SK Pokja; Nomor 411.4/045/034/2017 Tahun 2017 
Tentang Pembentukan Tim Teknis Daerah Anggaran Responsif Gender 
Kabupten Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya merespon 
dengan menerbitkan peraturan pemerintah daerah dan mengintegrasikan 
dengan isu-isu gender.  
Fokal poin, sejak di terbitkannya Inpres No 9 Tahun 2000, 
2008 dibuat SK Fokal Poin masing-masing SKPD, tiap ada 
mutasi dan promosi setiap OPD untuk mengubah SK, 
memberikan arahan dan informasi tentang bagaimana RK 
responsif gender, salah satu jenis kelamin yang tertinggal dengan 
data yang ada, tapi realitasnya tmasing2 OPD belum tau dibuat 
atau tidak, tapi kami sudah ada SK saat itu, PUG juga sudah ada 
sesuai petunjuk,Pokja itu pengurusnya dari kepala OPD, secara 
insedintal rakor bagaimana memahami memberi arahan bagi 
pembagunan, perencanaan dan peloporan bisa responsif gender, 
terakhir 2017. (Wawancara dengan Ibu Tiwi Kasie 
Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 
Kabupaten Sragen, 10 Oktober 2018, 10:11 WIB) 
 
Selain itu pemerintah kabupaten Sragen juga telah menerbitkan 
Surat Edaran Nomor: 411/201/031/2013, Tahun 2013, Tentang 
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Surat Edaran Sekretaris Daerah Tentang Perencanaan Penganggaran 
Responsif Gender (PPRG) untuk masing-masing OPD memasukan 
isu gender dalam penganggaran, akan tetapi kekuatan SK dan SE 
masih lemah karena legalitasnya tidak sekuat Peraturan Bupati, 
PUG hanya direspon di Perbub tapi insruksi teknis hanya sampai 
Surat Edaran Sekretaris Daerah, sehingga masing-masing 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menjadikan ARG sebagai 
perioritas utama. 
 
Kita ada support, tim anggaran semua orang, selama ini kita 
tidak memberi punishment, rakor tersendiri, nanti kita 
upayakan, kita bekerja di pemerintahan, sudah lumayan. Sudah 
melakukan membuat SK juga sudah lumayan, kita sudah 
berusaha. Advokasi yang lebih dijadikan Perbub dinas terkait, 
maka nanti akan didenda kalau OPD tidak melaksanakan PPRG, 
ranahnya kalau mau buat perbub yang di PUG saja, kita 
usahakan nanti. (Wawancara dengan Ibu Yuli Sekretrais 
BPKAD Kabupaten Sragen, 10 Oktober 2018, 11:30 WIB) 
 
Tim driver gender Kabupaten Sragen sejauh ini telah berupaya untuk 
melakukan penginstusionalan kebijakan akan tetapi, semangat untuk 
menjadikan PPRG Perbub masih jauh masih jauh sebagai Peraturan Bupati 
yang mampu dilaksanakan oleh 29 OPD kabupaten Sragen. 17 OPD yang 
sudah melaksanakan PPRG adalah bentuk kerja keras Tim PUG, walaupun 
belum maksimal. Dan tentu hal ini membutuhkan dorongan dari semua 
pihak untuk mengurangi kesenjangan gender dengan instrumen PPRG. 
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b. Komitmen Pemerintah  
Pemerintah Kabupaten Sragen telah pada lima tahun terakhir telah 
menerbitkan instrumen untuk mendukung proses pengarusutamaan gender 
dalam pembangunan seperti yang dapat dilihat dari tabel 4.1 diatas. Akan 
tetapi komitmen ini belum sepenuhnya maksimal diprioritaskan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Sehingga terjadi overlap antara 
program bupati dan penginstitusionalan Perencanaan Penganggaran 
Responsif Gender dengan program lainnya,  
Setiap tahun ada pelatihan tapi kita tidak tau, Bupati juga ada 
pernah, keresponsifan gender sudah ada tapi tidak sadar, OPD 
ikut pelatihan ganti-ganti. Tidak terlalu dukung (PPRG), sama 
Bupati dan prioritas, yang didukung hanya KLA, kota layak 
anak , tapi kalau gender itu tidak. (Wawancara dengan Ibu 
Neni Kasie, Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten 
Sragen, 9 Oktober 2018, 12:00 WIB) 
 
Sehingga hal ini terjadi miskonsepsi antara PPRG sendiri dalam 
pemahamannya, karena seharusnya PPRG sebagai alat yang akurat untuk 
menghadirkan program yang dapat mengurangi kesenjangan gender sendiri 
, sehingga seperti Kota Layak Anak, atau bahkan program Kota Layak 
Perempuan dapat tercetus melalui serangkaian proses PPRG jika dilakukan 
dengan benar. Akan tetapi wujud dan dukungan untuk teknis PPRG hanya 
berada diposisi inprioritas dan sebatas program biasa, dan sebatas surat 
edaran semata. 
OPD sudah dilatih, dan sudah lumayan, bagian dari Pug yaitu 
ARG dan PPRG,  ideal harus ada data itu, tapi kita tidak bisa 
(Wawancara dengan Ibu Tiwi Kasie Pemberdayaan 
Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sragen, 
10 Oktober 2018, 10:11 WIB) 
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Sudah ada pelatihan yang dilakukan oleh Tim Driver akan tetapi 
respon tiap OPD hanya sebatas 51,0 % dari 29 OPD, hal ini karena rendah 
komitmen setiap OPD dan birokrasi untuk memahami dan mendedikasikan 
diri sebagai aktivis gender dalam ranah birokrasi.  
2. Kendala Struktural 
a. Kapasitas Birokrasi 
Tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten 
Sragen memahami proses PPRG, hal ini karena proses pergantian atau 
rotasi jabatan yang menambah sulit dalam pencapaian pengetahuan 
tentang gender dan isu-isunya, selain itu penganggarannya. 
Ikut terlibat, tapi tidak terlalu, OPD tidak pernah mau 
menganalisa kalau tidak ada surat edarans, keterlibatan saja 
tapi yang lebih memiliki pokoknya adalah Dinas Perempuan, 
kita hanya mengkoordinasi, yang ikut pelatihan saja ganti-
ganti kita susah untuk menjalankan, Perda belum ada, untuk 
gender belum begitu muncul, dan tidak ada anggaran tetap 
netral (Wawancara dengan Ibu Neni Kasie, Bidang Sosial 
Budaya Bappeda Kabupaten Sragen, 9 Oktober 2018, 12:00 
WIB) 
 
Rotasi pegawai dan pensiunya pegawai ahli menimbulkan segregasi 
dalam pemahaman gender dan PPRG ditubuh Pemkab Sragen, satu-satunya 
yang masih relevan dan bertahan adalah Ibu Tiwi yang menjadi narasumber 
utama bagi teknis PPRG, kesenjangan pengetahuan ini mengakibatkan 
rendahnya pembacaan isu dan dinamika dalam proses evaluasi maupun 
pelaksanaan PPRG. 
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b. Dominasi Struktur 
Dalam advokasi anggaran masyarakat dilibatkan melalui forum 
musrembang. Akan tetapi partisipasi mereka masih pasif , dan partisipasi 
mereka hanya sebatas formalitas untuk memenuhi kolom absensi. Secara 
teknis eksekutif memonopi prosesi perencanaan anggaran. Selain itu 
dibagian eksekutif proses PPRG seperti hanya dilimpahkan secara kaffah 
oleh salah satu OPD, sehingga Pembentukan Tim Teknis Kelompok Kerja 
Gender terasa kering. Fungsional Tim Teknis yang terdiri dari dari 27 orang 
akan tetapi pengetahuan tentang PPRG dihegemoni oleh salah satu OPD 
saja. Menurut Ibu Dwi Kepala Bidang Renval Bappeda Sragen,  
Kita tidak terlalu tau, semua yang mengurusi Dinas PKBPPA, semua 
diserahkan disana, saya tidak begitu paham, kita supprot sebisanya 
saja. (Wawancara dengan Ibu Dwi Kabid, Renval Bappeda Kabupaten 
Sragen, 9 Oktober 2018, 11:32 WIB) 
 
Sebelum mengurangi tingkat kesenjangan gender semestinya Tim 
PUG Kabupaten Sragen harus terlebih dahulu mengurangi kesenjangan 
pengetahuan tentang alat dan instrumen PPRG atau urgenitas dari 
keresponsifan gender itu sendiri.  
3. Kendala Kultural 
Kendala kultural merupakan suatu kendala yang sulit sekali untuk dilakukan 
perubahan. Karena kultural terkait dengan norma dan kebiasaan sehari-hari 
dimasyarakat. Kendala kultural ini meliputi nilai patriarki, pandangan gender dan 
anggaran responsif gender, respon keputusan dan dukungan politik terhadap 
penerapan anggaran responsif gender, stakeholder, derajad partisipasi perempuan 
dalam pengambilan keputusan. 
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 Nilai patriarki adalah sebuah sistem yang melembaga dan 
terinstitusionalkan secara tidak sadar pada masyarakat yang menganggap bahwa 
perempuan adalah manusia kelas dua dibandingkan laki-laki. Karena pandangan 
yang konservatif ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi yang dialami 
perempuan. Hal ini dapat terjadi dikalangan masyarakat yang memiliki keyakinan 
yang kolot dan menganggap emansipasi bukan suatu barang yang penting. Akan 
tetapi untuk para elit masih memiliki kesadaran yang cukup baik akan pemahaman 
gender sebagai konstruksi dan sex atau kelamin adalah kodrat.  
Menurut Ibu Tiwi Kasie Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan 
Gender Kabupaten Sragen: 
Gender itu, bentukan dari masyarakat cara mengimplementasikan, 
bukan semata-mata jenis kelamin tapi pembagian peran antar laki-
laki atau perempuan,  misal di Bali perempuan cari nafkah utama, 
laki-lakinya bersambung, dan saling mengambil peran, dan bukan 
kodrat given (Wawancara dengan Ibu Tiwi Kasie Pemberdayaan 
Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sragen, 10 
Oktober 2018, 10:11 WIB) 
 
Pemahaman gender sudah cukup baik pada tingkat birokrat, dengan adanya 
kepala bidang dan pimpinan manager perempuan akan tetapi pada kepercayaan 
masyarakat sendiri belum sepenuhnya clear hal ini karena tingkat legislatif  
perempuan belum dipercaya untuk memimpin parlemen, dan hanya 4 orang saja 
yang menduduki kursi perempuan.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelunya, dapat disimpulkan Implementasi Anggaran Responsif Gender Dinas 
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak   (DPKB PPPA) Kabupaten Sragen sebagai berikut 
1. Implementasi Anggaran Responsif Gender Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak   (DPKB PPPA) Kabupaten Sragen dinilai 
berdasarkan presentase alokasi anggaran spesifik yang hanya 0,49%, 
alokasi anggaran untuk gender afirmatif 3,15 %  dan untuk mainstream 
gender dengan 3, 96 %. Anggaran yang tidak responsif gender atau 
anggaran netral gender sebesar 92 ,20 % dari total anggaran belanja 
langsung. 
2. Dalam penerapan anggaran responsif gender di Kabupaten Sragen 
terdapat beberapa kendala, yaitu kendala kebijakan, kendala struktural 
dan kendala Kultural. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
1. Peneliti belum mampu menganalisis proses anggaran responsif gender 
secara keseluruhan yang terjadi di Kabupaten Sragen, dan presentasi 
keresponsifan gender ABPD Kabupaten Sragen. 
2. Peneliti belum mampu melibatkan narasumber lain selain birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Sragen, seperti LSM dan masyarakat umum. 
3. Peneliti belum mampu melibatkan Organiasisi Perangkat Daerah (OPD) 
Kabupaten Sragen diluar Tim Driver PUG. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran 
sebagai berikut:  
1. Pemerintah Kabupaten Sragen harus menyusun data pilah gender untuk 
seluruh OPD, serta membuat instrumen untuk mengukur target dan 
capaian dalam anggaran responsif gender berdasarkan kriteria-kriteria 
dan indikator-indikator penting dari setiap kategori anggaran gender.  
2. Perlunya dibuat suatu peraturan daerah mengenai kewajiban adanya 
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, sehingga OPD mampu 
memberikan program dan kegiatan yang alokasinya tepat sasaran pada 
kelompok rentan dan tertinggal. 
3. Perlunya reformulasi Tim POKJA Gender Kabupaten Sragen, untuk 
memberikan arahan kerja yang jelas untuk mendukung perkembangan 
dalam proses PPRG di pemerintahan selain itu pembagian tugas yang 
jelas sehingga tidak adanya sentralisasi pada salah satu OPD. 
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4. Melibatkan masyarakat dan LSM dalam upaya pengadvokasian 
anggaran. Dan memberikan edukasi pada masyarakat umum untuk 
berperan aktif dalam upaya memberikan pendapat terhadap anggaran 
yang akan disusun birokrat. 
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait anggaran responsif 
gender dan evaluasi dalam proses Perencanaan dan Penganggaran 
Responsif Gender serta pelatihan pengetahuan PUG secara berkala pada 
OPD Kabupaten Sragen 
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8 Munaqasah                             
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Lampiran 2 Transkip Wawancara 
Implementasi Anggaran Responsif Gender Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan  Dan Perlindungan Anak  (DPKB PPP) 
Kabupaten Sragen 
Nama Narasumber : Ibu Tiwi Hanimpuni 
Jabatan  :  Kasie. PUG dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sragen 
Hari   :  10 Oktober 2018 
1. Interview : “Apa pengertian gender menurut anda?”. 
Responden : “Gender itu, bentukan dari masyarakat cara 
mengimplementasikan, bukan semata-mata jenis kelamin tapi pembagian peran 
antar laki-laki atau perempuan,  misal di Bali perempuan cari nafkah utama, 
laki-lakinya bersambung, dan saling mengambil peran, dan bukan kodrat given 
2. Interview : “Apa yang dimaksud anggaran responsif menurut anda?”. 
Responden : “ARG sendiri menurut saya tidak hanya anggaran yang 
digunakan untuk perempuan saja, tapi untuk yang bersifat pemberdaayaan 
perempuan, kualitas hidup, anak kemiskinan, disabilitas, kemiskinan HIV 
AIDS dan Kesehatan. Dilihat dari mana yang tertinggal”. 
3. Interview : “Apakah kelompok kerja dan fokal poin telah terbentuk? 
Landasan hukum Surat Keputusan?Surat Keterangan jelaskan?” 
Responden : “Fokal poin, sejak di terbitkannya Inpres No 9 Tahun 2000, 
2008 dibuat SK Fokal Poin masing-masing SKPD, tiap ada mutasi dan promosi 
setiap OPD untuk mengubah SK, memberikan arahan dan informasi tentang 
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bagaimana RK responsif gender, salah satu jenis kelamin yang tertinggal 
dengan data yang ada, tapi realitasnya tmasing2 OPD belum tau dibuat atau 
tidak, tapi kami sudah ada SK saat itu, PUG juga sudah ada sesuai 
petunjuk,Pokja itu pengurusnya dari kepala OPD, secara insedintal rakor 
bagaimana memahami memberi arahan bagi pembagunan, perencanaan dan 
peloporan bisa responsif gender, terakhir 2017. Tambahan lagi evaluasi PPPA, 
apakah SK Pokja sudah melibatkan lembaga masyarakat, tetapi lembaga 
swadaya masyarakat, APPS, Mami Giyarsih,  
4. Interview : “Apakah ada Permen atau SE yang mengatur mekanisme  
penyusunan ARG melalui instrumen GAP dan GBS?”. 
Responden : Tidak ada kita hanya sampai pada surat edaran, Nomor: 
411/201/031/2013, Tahun 2013, Tentang Surat Edaran Sekretaris Daerah 
Tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 
5. Interview : “Apakah Analisis gender menggunakan GAP  dan GBS atau 
analisis lain? 
Responden  : “Kadang GAP kadang PROBA, ini pakai model SWOT, semua 
bisa tinggal disesuaikan dengan kemampuan dan lebih banyak pelatihan, proba 
lebih mudah, diuraikan disitu PPRG pakai data pembuka wawasan, yang 
mengangkat isu perempuan dan anak, masing-masing anggaran pasti responsif, 
semua Sragen itu, OPD sudah dilatih, dan sudah lumayan, bagian dari Pug yaitu 
ARG dan PPRG,  ideal harus ada data itu, tapi kita tidak bisa Kegiatan berkaitan 
dengan masyarakat hanya pada pesertanya saja tapi tidak untuk penyusunan 
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anggaran, masyarakat sudah tersentuh pembagunan belum, sosialisasi pelatiha 
LSM dsb, pemahaman GAP dan GBS belum maksimal. 
6. Interview : “Kendala kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum (system of 
law) yang terdiri dari tiga aspek hukum yaitu isi hukum (content of law), tata 
laksana hukum (structure of law), dan budaya hukum?” 
1. Responden: “Adanya promosi mutasi, dan pensiun, Peserta sudah dipilah, 
hanya sebatas seperti iu, data kontan data perempuan sudah terlihat. Melek 
huruf laki-laki perempuan, alat kontrasepsi, laki-laki perempuan banyak 
yang mana, sudah ada inisiatif, angka kematian ibu dan bayi, angka 
kepesertaan, OPD di Sragen 29. Kendala yang belum, OPD tidak ada 
punishment, pengawasan belum responsif gender, jadi tidak begitu 
prioritas. Tidak semua bisa dianalisis genderkan Kendala sendiri, PERBUB 
dan Perda punya lebih eksis lebih tinggi, Bupati peranan, dimisi ke 5 
kualitas hidup,pemberdayaan perempuan, juga bisa masuk masing2 OPD, 
SE sudah ada dan respon, fokal poin yang dulu,  Kalau gak dibawah 
SEKDA tidak bisa fungsi yang berbeda, yang kurang eksis, kalau gak 
dibawah SEKDA 
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Nama Narasumber : Ibu Ekowati Yuli 
Jabatan   :  Kasubag BPKAD Kabupaten Sragen 
Hari   :  10 Oktober 2018 
1. Interview : “Apa pengertian gender menurut anda?”. 
Responden : “Gender, subjektifitas, sex dan jenis kelamin dalam bentuk 
tanggung jawab , apapun kegiatan perempuan harus dilibatkan untuk khasus 
secara, penggunaan paling banyak, tapi itu belum kenapa gender seperti apa”. 
 
2. Interview : “Apa yang dimaksud anggaran responsif menurut anda?”. 
Responden : “Bukan dinas teknis, tidak punya instrumen, tapi kemarin ada 
BIMTEK informasi dan kita masukkan pada responsif gender, tapi untuk secara 
khusus dinas kami responsif gender, OPD gap instrumen, tidak banyak yang 
melibatkan masyarakat , kita hanya ada dipenganggaran dan di masyarakat, kita 
ini netral, penganggaran masing-masing dinas memang tidak bisa, contoh bulan 
panutan PBB, kaya kita memberi reward pada wajib pajak kita bisa melihat, 
cuma dari sisi sosialisasi, sehingga, sudah paham, kesulitan sendiri, tapi kita 
juga harus mau melakukan PUG dan GAP”. 
3. Interview : “Apakah kelompok kerja dan fokal poin telah terbentuk? 
Landasan hukum Surat Keputusan?Surat Keterangan jelaskan?” 
Responden : “Saya masuk di BPKAD Tahun 2017, dan sejauh ini 
pengalaman tentang ARG belum terlalu jauh”,  
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4. Interview : “Apakah ada Permen atau SE yang mengatur mekanisme  
penyusunan ARG melalui instrumen GAP dan GBS?”. 
Responden : Tidak ada kita hanya sampai pada surat edaran, Nomor: 
411/201/031/2013, Tahun 2013, Tentang Surat Edaran Sekretaris Daerah 
Tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) saat ini ada 
perbaruan membahkan LSM ini baru digarap Dinas driver, pemberdayaan 
gender rendah, PUG sudah ranah kebijakan harus ada, dan sudah berusaha tapi 
kita sudah berusaha, inisiasi  memang sudah cukup,  
5. Interview : “Apakah Analisis gender menggunakan GAP  dan GBS atau 
analisis lain? 
Responden  : “Kita pakai contoh kegiatan Bulan Panutan PBB, kita 
menghasilkan kegiatan ini fari GAP dilakukan untuk yang laki-laki berapa yang 
perempuan berapa, belum maksimal tapi kami sudah”. 
6. Interview : “Kendala kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum (system of 
law) yang terdiri dari tiga aspek hukum yaitu isi hukum (content of law), tata 
laksana hukum (structure of law), dan budaya hukum?” 
Responden: “Saya melihatnya dari mana, dari BPKAD atau sebagai driver 
di PUG 
Personil kita siap sebenarnya, itu penting komitmen PUG sebenarnya, sehingga 
kita mampu melihat sehingga mengajukan anggaran lebih detail sehingga ada 
dapat dilihat pemakaian kegiatan yang lebih banyak digunakan, Advokasi yang 
lebih dijadikan PERBUB dinas terkait, maka akan didenda, ranahnya kalau mau 
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buat perbub yang di PUG saja, yang lain siap kau DPKBPPA, saya kira kita 
lihat disekretariat PUG, tergantung sekretarisnya DPKB PPPA 
Sering dirotasi: yang kendala kalau sudah ganti personil baru lagi 
dikegiatan, jadi nol lagi, 2017 saya belajar dari awal, Bu Tiwi, kalau rotasi, 
pertimbangan, kalau tidak menyiapkan regenerasi, iya kadang Yuli 
Sekretaris. 
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Nama Narasumber : Neni Kurnia 
Jabatan   :  Kasie. Bidang Sosial Budaya Bappeda Litbang 
Hari   :  9 Oktober 2018 
1. Interview : “Apa pengertian gender menurut anda?”. 
Responden : “Disana yang lebih tau sana, Dinas Perempuan kita tidak terlalu 
tau, lebih dalamnya jadi secara teknis dan persoalan ARG lebih banyak diurusi 
mereka, kita hanya sebagai ketua gugus, BAPPEDA hanya sebagai koordinator 
saja, Sosbud hanya bidang bagian dari BAPPEDA, kami tidak dikhususkan, 
saya sendiri juga tidak terlalu paham untuk ini, bagi saya isu gender itu adalah 
masalah OPD masing-masing atau dinas itu masing-masing, lalu titik 
kumpulnya itu Dinas PKBPPA, yang menghandel semua Dinas PKBPPPA” 
2. Interview : “Apakah kelompok kerja dan fokal poin telah terbentuk? 
Landasan hukum Surat Keputusan?Surat Keterangan jelaskan?” 
Responden : “Ikut terlibat, tapi tidak terlalu, OPD tidak pernah mau 
menganalisa kalau tidak ada surat edaran, GAKI Gangguan akibat kekuarangan 
yodium, Kerenova Inovasi Lomba Kreativitas, keterlibatan saja tapi yang lebih 
memiliki pokoknya adalah Dinas Perempuan, kita hanya mengkoordinasi, yang 
ikut pelatihan saja ganti-ganti kita susah untuk menjalankan, Perda belum ada, 
untuk gender belum begitu muncul, dan tidak ada anggaran tetap netral. 
Bappeda hanya koordinator, secara mendalam kita tidak tau, sangat rumit 
urusan kita banyak untuk BAPPEDA sendiri, Setiap tahun ada pelatihan tapi 
kita tidak tau, bupati juga ada pernah, keresponsifan gender sudah ada tapi tidak 
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sadar, OPD ikut pelatihan ganti-ganti. Tidak ada didukung, sama Bupati dan 
prioritas, yang didukung hanya KLA, kota layak anak ,tapi kalau gender itu 
tidak, proses bagaimana saya belum tau” 
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Nama Narasumber : Ibu Dwi Utami  
Jabatan   :  Kepala Bidang Renval Bappeda Sragen 
Hari   :  9 Oktober 2018 
1. Interview : “Apa pengertian gender menurut anda?”. 
Responden : “Gender itu jenis kelamin sosial” 
 
2. Interview : “Apa yang dimaksud anggaran responsif menurut anda?”. 
Responden : “ARG sendiri menurut saya adalah anggaran yang 
memasukkan unsur gender, baik atau laki-laki atau perempuan dilihat 
kelompok mana yang tertinggal dan lebih membutuhkan”. 
3. Interview : “Apakah kelompok kerja dan fokal poin telah terbentuk? 
Landasan hukum Surat Keputusan?Surat Keterangan jelaskan?” 
Responden : “Fokal poin  ada dulu setiap bidang mewakilkan masing-
masing satu orang untuk menjadi anggota fokal poin, kalau POKJA ada SK nya 
saya tidak terlalu tau, tapi ada dan Kepala Bappeda jadi ketuanya”. 
 
4. Interview : “Apakah ada Permen atau SE yang mengatur mekanisme  
penyusunan ARG melalui instrumen GAP dan GBS?”. 
Responden : “Saya tidak tau detailnya”. 
Interview : “Apakah Analisis gender menggunakan GAP  dan GBS atau 
analisis lain? 
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Responden  : “Tidak ada, kayaknya pakai proba lebih mudah. Dibandingkan 
dengan analisis pathway. Jadi setahu saya alternatif proba untuk penyusunan 
itu”. 
5. Interview : “Kendala kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum (system of 
law) yang terdiri dari tiga aspek hukum yaitu isi hukum (content of law), tata 
laksana hukum (structure of law), dan budaya hukum?” 
Responden: “Klasik orangnya ganti-ganti,sebenarnya sudah ada peraturan 
sudah ada misi untuk misi Bupati peningkatan peranan perempuan, sudah 
dimasukkan itu, masalah klasik, orangnya yg dilatih sudah pindah dinas lain, 
Bupati melihatnya secara makro, regenerasi tergantung tapi masalahnya 
manusiawi lagi, mau belajar lagi atau tidak, sosialisasi lagi klasik tapi benar-
benar mempengaruhi. SK tidak terlalu optimal, gak terlalu banyak LSM, khusus 
untuk perlindungan perempuan. Kalau membuat RKA, musrenbang tingkat 
kabupaten, forum masyarakat, partisipasi tapi masih kurang, pertanyaan itu-itu 
saja, suara perempuan masih pasif, tidak bisa membicarakan aspirasi, data 
sudah ada, pilah gender tapi gak semua orang bisa membaca data. 
Anggaran responsif gendernya kadang gak terlihat, apakah itu responsif gender 
atau belum tapi kadang itu gak terlihat. Angaran yang spesifik diteman-teman 
OPD, tidak spesifik misal dinas kesehatan, kegiatannnya kadang gak terlalu 
terliht tapi indikatornya ada dan sasarannya, umum tapi indikator ada, misal 
pembangunan pasar, disitu gak ngomong untuk laki-laki atau perempuan, tapi 
kita lihat bangunannya responsif gender, ini pembangunan jalan akses ke rumah 
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sakit bersalin, yang kadang disitu kita gak langsung tau, Dinas DPKB itu baru 
aja dibagian pemberdayaan perempuan SEKDA, karena kebijakan gak teknis. 
Secara powering gak kuat, peneliti disolo coba kalau dinas itu dibawah sekda, 
kita disarankan keluar SEKDA , tapi masalah PUG sudah baik”. 
6. Interview : “Kemiskinan di Sragen?”. 
Responden : “Kemiskinan, kalau digaris merah, Karena termasuk daerah 
miskin di Jateng, masuk 15 besar kemiskinan 25 dari 35 Kabupaten Kota, garis 
kemiskinan dan prosentase kemiskinan tinggi, indeks kemiskinan Sragen masih 
14%, Jawa Tengah 12%, dan Nasional 9% diatas masih tinggi zona merah, 
UPTPK salah satu upaya , dengan adanya itu, sedikit mengurangi, tapi startnya 
kan beda kalau mengejar tetap kita ga bisa, secara pertumbuhan bagus, tinggal 
startnya yang kita tertinggal jauh, yang penting ada progress dari daerah miskin, 
tapi tidak bisa keluar dri zona merah, tapi selalu ada penurunan tapi tidak bisa 
cepat. 26% kepala keluarga perempuan, kepala rumah tangga dengan 
penghasilan kecil, kemiskinan banyak dialami dan berdampak bagi 
perempuan”. 
7. Interview : “Peran Renval dalam ARG sendiri?”. 
Responden : “Ketika ada anggaran ARG memang kita hanya mencoba, ada 
isu gender tidak ada isu perempuan masuk tidak, maka kami gak pakai analisis.  
Ada peran dan support, sosialisasi kita benar-benar makro, tapi kita support saat 
musrenbang. Perbaikannya adalah peningkatan SDM Advokasi dan 
pengawalan apalagi misisnya adalah tingkat, Gender itu isu berat gak banyak 
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yang menarik. Sex ratio, perempuan banyak laki-laki tapi lebih sedikit, sex ratio 
sedikit.  Indeks pemberdaayan rendah secara status lain, IPG, indeks GEM 
dievaluasi, acara pencapaian indikator. Mungkin tindak lanjut harusnya di push 
lagi”. 
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Lampiran 3 Penjabaran ABPD Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 
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Lampiran 4 Data Rekap ARG Kabupaten Sragen Tahun 2018 
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Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara 
1. Wawancara dengan Ibu Ekowati Yuli Kasubag Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Sragen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
116 
 
 
 
 
2. Ibu Tiwi Hanimpuni sebagai Kasie. PUG Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 
Berencana Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak  (DPKB PPPA dan Staff 
 
 
Kiri Ibu Tiwi Hanimpuni, tengah Kepala Bidang PPPA Ibu siti Suharni dan Anak, kanan  
Ibu Nanik. S 
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3. Wawancara dengan Ibu Dwi Utami Kepala Bidang Renval Bappeda Sragen. 
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4. Wawancara dengan Ibu Neni Kuria Kasie. Sosial Budaya Bappeda Sragen. 
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Lampiran 6 Gender Budget Statement 
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Lampiran 7  Daftar Riwayat Hidup 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
A. Keterangan Diri 
1. Nama : Ellisa Widyaningrum 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 02 April 1995 
3. Jurusan : Akuntansi Syariah 
4. Semester : Ganjil 
5. Tahun Ajaran :2018/2019 
6. Jenis Kelamin : Perempuan 
7. Agama : Islam 
8. Status Perkawinan : Belum Menikah 
9. Pekerjaan : Mahasiswi 
10. Alamat : Masaran RT 34/XI, Masaran, Sragen. 
11. Riwayat Pendidikan : 
TK : TK Pertiwi 1 Masaran 
SD : SDN 1 Masaran 
SMP : SMP N 1 Masaran 
SMA/SMK : SMA Negeri 3 Sragen 
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Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian Dinas Perempuan Kabupaten Sragen 
 
